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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada  Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap”. 
( Q.S. Al Insyirah : 6-8 ) 
 
Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah 
seluruh tubuh, dan apabila rusak maka seluruh badan akan ikut hancur. Ketahuilah bahwa (benda 
itu) adalah hati.  
 ( HR. Bukhori ) 
 
dalam pendidikan, perkembangan pikiran setapak demi setapak melangkah dari pengalaman ilmiah 
menuju intelektual, melangkah lagi ke perasaan spiritual, kemudian menuju Tuhan. 
 ( Kahlil Gibran ) 
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ABSTRAK 
 
Nama: Salasa Surya Dharmawan, NIM: E. 1103015, “PELAKSANAAN 
UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) PADA PT. SANDANG ANGGUN 
MORATEX SUKOHARJO”. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2008. 
 
Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui dasar penetapan upah pada 
PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo; 2. Untuk mengetahui besaran 
upah yang diterima pekerja PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo; 3. 
Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah pada PT. Sandang 
Anggun Moratex Sukoharjo.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif kualitatif.  Menurut bidangnya penelitian ini 
termasuk penelitian yang bersifat empiris. Tempat yang digunakan untuk 
penelitian adalah di PT. Sandang Anggun Moratex yang beralamat di 
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Kalurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Jenis 
dan Sumber Data adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara (Interview) dan metode kepustakaan. 
Teknik analisis data dengan menggunakan model analisis interaksi melalui 
tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Dengan tiga kegiatan ini menjamin penelitian ini mendapatkan hasil yang 
valid dari tambahan data-data yang terkumpul dengan didukung teori yang 
ada sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari konsep yang telah ada.  
 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa: 1. Dasar penetapan upah di PT. 
Sandang Anggun Moratex adalah adanya ketetapan Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) Sukoharjo yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa 
Tengah sebesar Rp. 642.500,00, dan Perjanjian Kerja Bersama antara buruh 
dan perusahaan  No. 7/SAM/XII/2007 Pasal 3 tanggal 12 Desember 2007. 2. 
Besarnya upah yang diterima pekerja PT. Sandang Anggun Moratex 
Sukoharjo  berbeda-beda. Hal ini karena upah ditentukan oleh : a. Upah 
pokok; Jabatan Struktural;  Masa Kerja dan tunjangan  3. Pelaksanaan 
pemberian upah di PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UMK Kabupaten Sukoharjo dan 
Kesepakatan Kerja Bersama No. 7/SAM/XII/2007 Pasal 3, tanggal 12 
Desember 2007 antara Serikat Buruh dengan PT. Sandang Anggun Moratex. 
Adapun ketentuan UMK Sukoharjo adalah sebesar Rp. 642.500,00 per 
bulan. Pemberian upah minimal sebesar Rp. 650.000,00 untuk pekerja 
produksi/operator mesin dan Rp. 715.000,00 untuk pekerja staf/kantor. 
Saran yang diajukan adalah: 1. Hendaknya PT. Sandang Anggun Moratex 
dalam memberikan upah minimal, tidak hanya berdasarkan ketentuan Upah 
Minimal Kabupaten (UMK) dan Perjanjian Kerja Bersama, tetapi juga 
dengan memperhitungkan kemampuan kerja pekerja. 2. PT. Sandang 
Anggun Moratex hendaknya menaikkan besarnya uang masa kerja sehingga 
dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. 3. PT. Sandang Anggun 
Moratex dalam pelaksanaan pengupahan supaya lebih memperhatikan 
kesejahteraan pekerja dengan melalui peran Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Kestabilan suatu negara memberikan dampak yang cukup luas dalam 
bidang politik, ekonomi, sosial atau bidang-bidang lain yang berhubungan 
baik langsung maupun tak langsung. Keadaan ini juga memberikan dampak 
kepada sektor usaha khususnya di perusahaan-perusahaan yang ada.  
 Perkembangan ilmu dan teknologi sering menghadapi hambatan 
dalam pencapaian tujuan yang diharapkan dari suatu perusahaan. Hambatan-
hambatan tersebut baik dari luar maupun perusahaan itu sendiri. Adapun 
faktor-faktor penghambat itu antara lain : persyaratan dan prosedur perizinan 
yang berbelit-belit, permodalan, lingkungan kerja, persaingan yang semakin 
ketat, manajemen, sarana produksi, teknologi, kebijakan pemerintah dan 
sumber daya manusianya.  
 Dari faktor-faktor tersebut sumber daya manusialah yang memiliki 
pengaruh yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. 
Faktor sumber daya manusia berperan sebagai tenaga kerja yang dituntut 
dapat menghasilkan suatu hasil yang baik, karena penentu utama suatu 
pekerjaan adalah kemampuan dari tenaga kerja yang dimiliki perusahaan 
sebagai pekerjanya.  
 Berhubungan dengan kemampuan dan skill dari sumber daya 
manusia yang ada di perusahaan, maka penghargaan terhadap hasil kerja 
pekerjanya sangat diperlukan untuk mendorong tercapainya produktivitas 
yang ada diperusahaan. Pemberian penghargaan yang wajar yang berupa upah 
tersebut sesuai dengan skill dan kemampuan dari pekerjanya akan dapat 
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meningkatkan rasa pengabdian dan tanggung jawab terhadap pekerjaan dan 
lebih luas lagi terhadap perusahaan dimana pekerja itu bekerja.  
 Di dalam GBHN telah diamanatkan bahwa “Upaya perlindungan 
tenaga kerja perlu ditingkatkan melalui perbaikan syarat kerja termasuk upah, 
gaji, dan jaminan sosial, kondisi kerja termasuk kesehatan, keselamatan dan 
lingkungan kerja, serta hubungan kerja dalam meningkatkan kesejahteraan 
para pekerja dan keluarganya”.  
 Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja mempunyai 
peranan dan arti penting sebagai unsur penunjang berhasilnya pembangunan 
tersebut. Pembangunan merupakan pelaksanaan dari pendayagunaan 
kemanunggalan komponen-komponen alam, pekerja dan modal. Untuk 
mencapai keberhasilan bidang-bidang yang berhubungan dengan keperluan 
hidup manusia yang telah direncanakan baik itu oleh pemerintah maupun 
pihak swasta. Dalam dunia usaha komponen-komponen tersebut merupakan 
hal yang sangat penting serta tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 
lainnya.  
 Dalam kenyataan sehari-hari harus diakui bahwa para pekerja 
merupakan hal yang sangat diperlukan. Sampai saat ini belum ada satupun 
perusahaan atau instansi yang dapat melakukan tugas-tugasnya tanpa pekerja. 
Bahkan ada kecenderungan semakin besar perusahaan atau instansi itu 
semakin besar pula kebutuhannya akan pekerja, meskipun telah ada mesin-
mesin modern yang serba terbatas. 
 Setiap pekerja mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan serta 
mempunyai kegiatan usaha yang produktif, sehingga sudah sewajarnya 
apabila kepada mereka diberikan perlindungan serta diperhatikan juga 
kesejahteraan mereka beserta keluarganya. Para pengusaha sering lupa bahwa 
para pekerja bukan hanya sebagai faktor produksi saja. Pekerja adalah 
manusia yang mempunyai hak-hak asasi yang tidak dapat dikesampingkan 
begitu saja, akan tetapi dalam kenyataannya para pekerja sering 
memanfaatkan semata-mata hanya dianggap sebagai faktor produksi sehingga 
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seringkali diperlakukan dengan sekehendak hatinya untuk mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya dari usahanya. 
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 Salah satu peluang usaha yang sekarang ini sedang berkembang 
dengan pesat adalah usaha pertekstilan. Hal ini dengan melihat kebutuhan 
sandang yang dari hari ke hari semakin meningkat mengingat jumlah 
penduduk Indonesia yang besar. Peluang inilah yang kemudian dijadikan 
sebagai lahan bisnis dengan pendirian PT. Sandang Anggun Moratex di 
Kabupaten Sukoharjo. 
 Dengan berdirinya PT. Sandang Anggun Moratex telah memberikan 
angin yang segar bagi pertumbuhan industri khususnya industri sandang di 
Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. Dengan usaha kain printing yang 
didirikan ini telah menyerap tenaga kerja dari masyarakat di Kecamatan 
Grogol dan sekitarnya. 
 Atas pekerjaan yang telah diberikan kepada PT. Sandang Anggun 
Moratex, para pekerja ini mengharapkan suatu imbalan yang nyata untuk 
memelihara dan meningkatkan kesejahteraannya beserta keluarganya. 
Peningkatan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui perlindungan upah. 
 Menurut Heidjeracman Ranupandoyo (1998 : 18), perlindungan upah 
di sini memang diperlukan karena upah itu mempunyai arti yang sangat 
penting yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi buruh, upah merupakan penghasilan, petunjuk tinggi rendahnya 
standar hidup buruh, status simbol buruh sebagai anggota 
masyarakat, cerminan besar kecilnya sumbangan yang diberikan 
buruh atau penting tidaknya jabatan buruh. 
2. Bagi pengusaha, upah merupakan unsur pokok dalam menghitung 
ongkos produksi, komponen harga pokok yang penting sehingga 
menentukan hidup matinya perusahaan, penentu daya tarik investor. 
3. Bagi serikat buruh, upah merupakan salah satu bukti perjuangan 
serikat buruh. 
4. Bagi masyarakat, upah merupakan standar pengukur kemampuan 
suatu masyarakat.  
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 Berdasarkan arti pentingnya upah tersebut, maka dalam usaha untuk 
melindungi upah sekaligus memperbaiki keadaan serta nasib kaum pekerja 
dan untuk meningkatkan produktivitas, maka pemerintah mengeluarkan 
peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 yang 
telah diundangkan pada tanggal 2 Maret 1981. 
 Perlindungan upah ini diarahkan pada sistem pembayaran upah secara 
keseluruhan, dalam arti upah tersebut tidak termasuk upah kerja lembur.            
Pada pokoknya sistem pengupahan ini didasarkan atas prestasi dan 
produktivitas seorang pekerja atau dengan perkataan lain upah itu tidak lagi 
dipengaruhi oleh tunjangan-tunjangan yang tidak ada hubungannya dengan 
prestasi kerja. 
 Memahami apa yang dimaksud dalam pembentukan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tersebut di atas sebenarnya pemerintah 
telah berusaha dan menyadari untuk memperbaiki nasib pekerja. Hal ini dapat 
dilihat dalam penjelasannya yang menegaskan bahwa dalam peraturan 
pemerintah ini pada pokoknya mengatur perlindungan upah secara umum 
yang berpangkal kepada fungsi upah yang harus mampu menjamin 
kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. 
 Pada dasarnya pada setiap daerah telah mamatok Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Propinsi (UMP) dengan melihat 
kemampuan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Sukoharjo. 
Berdasarkan patokan UMK dan UMP inilah badan-badan usaha menentukan 
patokan upah yang diberikan kepada para pekerjanya. 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dalam penelitian ini 
penulis mengambil judul: “PELAKSANAAN UPAH MINIMUM 
KABUPATEN (UMK) PADA PT. SANDANG ANGGUN MORATEX 
KABUPATEN SUKOHARJO” 
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B. Pembatasan Masalah 
 Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat penting supaya 
masalah yang akan dibahas tidak meluas sehingga tidak mengakibatkan 
kekaburan dan ketidakjelasan. Dengan adanya pembatasan masalah ini,             
maka penulis akan mempunyai gambaran yang jelas mengenai pokok 
permasalahan yang akan di bahas. Selain itu juga untuk mempermudah 
penelitian yang dilakukan dengan menghemat waktu, biaya dan tenaga 
sehingga data yang diperoleh akan dapat diolah secara kualitatif dan tujuan 
penelitian ini akan dapat dicapai seperti yang dikehendaki penulis. 
 Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi:  
1. Kesesuaian pemberian upah kepada pekerja PT. Sandang Anggun 
Moratex dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukoharjo. 
2. Lokasi penelitian di PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo. 
 
C. Perumusan Masalah 
 Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena 
merupakan suatu pedoman untuk mendapatkan gambaran yang terarah dan 
mempermudah dalam membahas apa yang akan diteliti, sehingga sasaran dan 
tujuan yang diharapkan akan dapat tercapai. Adapun masalah-masalah yang 
akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  
1. Apa yang menjadi dasar penetapan upah pada PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo? 
2. Berapa besaran upah yang diterima pekerja pada PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo? 
3. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah pada PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo? 
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D. Tujuan Penelitian  
 Dalam suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan 
penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif  
a. Untuk mengetahui dasar penetapan upah pada PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo.  
b. Untuk mengetahui besaran upah yang diterima pekerja PT. Sandang 
Anggun Moratex Sukoharjo. 
c. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah pada PT. Sandang 
Anggun Moratex Sukoharjo.  
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa 
dalam meraih gelar kesarjanaan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya 
yang berkaitan dengan bidang HAN. 
c. Untuk menambah bahan referensi pada penelitian hukum sejenis di 
masa yang akan datang. 
 
E. Manfaat Penelitian  
 Tiap penelitian harus dipahami dan diyakini manfaatnya bagi 
pemecahan masalah yang diselidikinya. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari 
dua segi yang saling berkaitan yaitu segi teoritis dan praktis.                
 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan 
adalah : 
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1. Manfaat Teoritis 
a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 
mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan 
bidang HAN pada khususnya. 
c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama 
menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta serta memberikan sumbangan pemikiran yang dapat 
dijadikan data sekunder bagi penelitian berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum 
sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 
b. Dapat memberikan suatu data dan informasi tentang sistem 
pengupahan pada perusahaan. 
c. Untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh 
dalam teori-teori dengan kenyataan dalam praktek.  
 
F. Metode Penelitian  
 Tahap yang cukup penting dalam penelitian ilmiah adalah penentuan 
metode penelitian yang akan dipakai dapat selaras dengan tujuan yang ingin 
dicapai dengan efektif. Metode penelitian ini akan sangat berpengaruh dalam 
penelitian data, teknik analisis data dan yang paling utama hasil penelitian 
nantinya.  
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 Sebuah penelitian yang dilakukan, tidak terlepas dari berbagai macam 
metode yang digunakan. Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan atau 
mencapai tujuan penelitian. 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (W.J.S. Poerwodarminto, 
1999:653), metodologi berarti ilmu tentang metode. Metode dalam arti yang 
umum berarti berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-
prinsip yang mengarahkan suatu penelitian. Metologi juga berarti cara ilmiah 
untuk mencari kebenaran.  
 Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1998 : 44), menerangkan bahwa 
“Metodologi penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang 
mempertimbangkan metode ilmiah”.  
 Sedangkan penelitian menurut Sumadi Suryabrata, diartikan: “Suatu 
cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui 
usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah-masalah 
itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahan” 
(Sumadi Suryabrata, 2000 : 13). 
 Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut 
di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu 
yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha 
menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu 
pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian.  
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian 
deskrptif. Penelitian deskriptif  menurut Soerjono Soekanto adalah suatu 
penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah 
terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu 
memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori 
baru. (Soerjono Soekanto,  1998 : 10) 
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 Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya 
sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi  
analisis dan interprestasi data yang pada akhirnya dapat diambil 
kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu.  
2. Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu 
pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-
data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga 
perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sautu yang utuh 
(Soerjono Soekanto, 1998 : 250).  
 Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa 
pertimbangan antara lain : 
a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk 
berhadapan dengan kenyataan. 
b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan 
banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 
3. Sifat Penelitian 
 Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang 
bersifat empiris. Setiono (2005 : 22) mengatakan bahwa, “Penelitian 
empiris adalah  penelitian yang mendasarkan atau mengkosepkan hukum 
sebagai tingkah laku”.  
 Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti kesesuaian dan 
pelaksanaan pemberian upah dengan berpedoman kepada PP No. 8 tahun 
1981 tentang perlindungan upah dan UMK Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2007/2008.   
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4. Tempat Penelitian 
Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di PT. Sandang Anggun 
Moratex yang beralamat di Kalurahan Langenharjo Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo. 
5. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara waawancara 
atau observasi terhadap responden dalam penelitian. 
b. Data Sekunder  
Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak 
langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
6. Teknik Sampling  
 Pengambilan sampel data merupakan suatu proses dalam memilih 
bagian penting dalam suatu populasi. Sedangkan populasi dari penelitian 
ini adalah seluruh pekerja yang bekerja di PT. Sandang Anggun Moratex 
Sukoharjo.  
 Adapun Sampel data dapat diambil berupa beberapa pekerja yang 
bekerja pada PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo. 
7. Teknik Pengumpulan Data  
 Dalam memperoleh data yang lengkap untuk penelitian ini 
menggunakan data yang bersifat primer maupun sekunder sebagai 
berikut: 
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a. Wawancara (Interview) 
Yaitu proses tanya jawab secara langsung dua orang atau lebih 
berhadapan secara langsung atau tidak (melalui media komunikasi).  
Dalam penelitian ini menggunakan interview yang bebas terpimpin 
yaitu interview dalam pengumpulan data secara bebas dengan 
pengumpulan data berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok 
yang ditanyakan sehingga masih memungkinkan variasi pertanyaan 
sesuai dengan kondisi saat melakukan interview. Sebagai responden 
adalah pekerja PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo. 
b. Metode Kepustakaan 
Metode kepustakaan atau library research dilakukan guna 
memperoleh landasan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat 
dijadikan sebagai landasan teori. Data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen, catatan-catatan, buku-buku yang berhadapan dengan materi 
kemudian diselaraskan dengan bahan dari kepustakaan sebagai bahan 
acuan dari bahan referensi penelitian.  
Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan 
mengidentifikasikan literatur-literatur yang berupa buku-buku, 
peraturan-peraturan, dokumen, artikel-artikel serta hasil penelitian 
yang dilakukan oleh para ahli.  
8. Teknik Analisis Data  
 Dari penelitian kualitatif ini penulis menggunakan model analisis 
interaksi melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan. Dengan tiga kegiatan ini menjamin penelitian ini 
mendapatkan hasil yang valid dari tambahan data-data yang terkumpul 
dengan didukung teori yang ada sehingga penelitian ini tidak 
menyimpang dari konsep yang telah ada.  
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 Adapun tiga kegiatan yang utama dalam penelitian yaitu sebagai 
berikut:  
a. Data reduksi 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data 
pada penelitian. Data yang telah teridentifikasikan tersebut lebih 
memudahkan dalam penyusunan.  
b. Penyajian data 
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 
dilaksanakan. 
c. Menarik kesimpulan 
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan-
pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik 
kesimpulan (HB. Sutopo, 2002 : 37). 
 Untuk lebih memudahkan mempelajari konsep analisis interaksi 
penelitian ini dibuat sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
Gambar I.1 
Analisis Interaksi 
 
PENGUMPULAN DATA  
KESIMPULAN 
SAJIAN DATA  REDUKSI DATA  
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 Dengan model analisis ini, maka peneliti harus bergerak diantara 
empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak 
balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan 
selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu 
komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili 
dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data 
selesai, maka hasilnya akan disajikan secara diskriptif, yaitu dengan jalan 
apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. 
Setelah semua data dikumpulkan, kemudian diambil kesimpulan dan 
langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus 
sehingga membuat siklus. (HB, Sutopo, 2002 : 13) 
 
G. Sistematika Skripsi 
   Dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi 
yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai 
berikut :  
   Bab I Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang masalah, 
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 
 Bab II, Tinjauan Pustaka, berisi tentang sub bab pertama yaitu 
kerangka teoritis yang berisi: pengertian upah; kedudukan dan fungsi upah; 
sistem upah bagi tenaga kerja; ketentuan upah bagi tenaga kerja; pengertian 
pekerja dan pengusaha; pengertian perusahaan, produksi, dan produktivitas. 
Pada sub bab kedua berisi kerangka pemikiran. 
 Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil 
penelitian dan pembahasan yang meliputi: Deskripsi PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo, Dasar Pemberian Upah, Pelaksanaan pengupahan tenaga 
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kerja pada Perusahaan Konveksi Martini, dan Kesesuaian Upah Perusahaan 
Konveksi Martini dengan UMK Kabupaten Sukoharjo. 
 Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan penelitian dan saran-saran penulis berdasarkan 
hasil penelitian yang dicapai.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teoritis 
 Dalam sebuah penelitian ilmiah, konsep teori menjadi salah satu 
langkah awal dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, mencari data 
yang tepat guna tercapainya tujuan penelitian yang baik. Kerangka teori yang 
hendak dirangkum oleh peneliti mempunyai pengaruh yang sangat besar 
terhadap kesimpulan akhir yang hendak dicapai. 
1. Pengertian Upah  
 Pada umumnya banyak orang telah mempergunakan istilah upah dan 
gaji secara tidak tepat. Mereka kadang-kadang mencampuradukkan 
pengertian istilah upah dan gaji dalam arti yang sama. Oleh karena adanya 
pencampuradukan penggunaan istilah upah dan gaji ini sehingga sering 
menimbulkan salah faham pengertiannya.  
 Menurut Agus Sulistyo dan Adi Mulyono dalam kamus lengkap 
Bahasa Indonesia (2004 : 473) yang dimaksud  dengan upah yaitu: “Uang 
dan sebagainya yang digunakan sebagai pembalas jasa”. Dari pendapat ini 
jelas bahwa upah adalah bentuk uang atau lainnya yang diberikan kepada 
seseorang karena orang tersebut telah melakukan suatu pekerjaan. 
 Upah biasanya bersangkutan dengan pembayaran atas dasar jam 
kerja untuk kelompok pekerja operasional atau pemeliharaan. Upah adalah 
pengganti jasa bagi tenaga kerja yang melaksanakan tugas dalam 
perusahaan yang sifatnya tidak begitu tetap artinya upah akan selalu berubah 
sesuai dengan keadaan kondisi perusahaan ataupun pekerja sendiri. 
 Menurut John Soeprihanto (1987 : 25) yang diambil dari para ahli 
sebagai berikut : 
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a. Menurut Edwin B. Flippo 
“Upah adalah harga untuk jasa-jasa yang telah diberikan seseorang 
kepada orang lain pembayaran yang diterima”  
b. Menurut Prof. Dr. F.J.H.M. Vander Van  
“Upah diartikan lebih luas yaitu sebagai tujuan objektif kerja 
ekonomis”  
c. Menurut Prof. Iman Soepomo, SH.  
“Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan 
pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan” 
d. Menurut Hadi Purwomo   
“Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti 
jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja melalui masa atau syarat-
syarat tertentu”.  
e. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional  
“Upah adalah suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja 
untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, 
berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi 
kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang 
yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang, serta 
peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 
pemberi kerja dan penerima kerja.    
 Pengertian upah menurut pasal 1601p Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (BW) adalah sebagai berikut : 
Upah buruh yang tidak bertinggal pada si pengusaha tidak boleh ditetapkan 
lain selainnya dalam : 
1e.  Uang; 
2e.  Makanan yang harus dimakan, beserta bahan makanan penerangan dn 
pemanas yang harus dipakai di tempat dimana barang-barang itu 
diberikan; 
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3e.  pakaian yang dikenakan oleh buruh-buruh pada waktu cuma-cuma ke 
tempat asalnya atau ke tempat cuti pulang pergi. 
 
 Dari pengertian upah yang terdapat pada pasal 1601p KUHPerdata di 
atas, maka upah itu meliputi uang, barang, dan jasa. 
 Sedangkan menurut Lalu Husni (2003 : 115) dalam bukunya 
Pengantar Hukum Ketenagakerjaaan Indonesia mengatakan bahwa: 
“Upah memegang peranan yang penting dan memberikan ciri khas 
suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan 
upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan 
pekerjaan pada badan hukun lain”. 
 
 Berdasarkan itulah maka pemerintah turut serta menangani dalam 
masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan.  
 Pengertian upah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja adalah “Penghasilan dalam 
bentuk uang yang diterima secara teratur dan kontinue”.  
 Sedangkan pengertian upah menurut Peraturan Pemerintah Nomer 8 
Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 1 memberikan batasan 
pengertian tentang upah sebagai berikut : 
“Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh 
untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, 
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut  
persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha 
dengan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri 
maupun keluarganya”. 
  
 Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 
disebutkan bahwa : 
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“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, 
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 
pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan” 
 
 Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang 
dimaksud upah adalah balas jasa bagi pekerja atas hasil kerjanya yang 
pembayarannya berdasarkan atas jam kerjanya ataupun jabatannya. Bila 
pendapatan diselaraskan dengan upah maka mengandung pengertian hasil 
yang diterima pekerja sebagai imbalan prestasi yang diberikan pengusaha 
atau perusahaan.  
 Sedangkan pengertian upah menurut PP. Nomer 14 Tahun 1997 
adalah: 
“Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 
kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, 
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut 
suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan 
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan 
pekerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun 
keluarganya”.  
 
 Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang 
dimaksud upah adalah jasa bagi pekerja atau hasil kerjanya yang 
pembayarannya berdasarkan atas jam kerjanya. 
 Bila pendapatan diselaraskan dengan upah maka mengandung 
pengertian hasil yang diterima pekerja sebagai imbalan prestasi yang 
diberikan pengusaha atau perusahaan.  
 Dari berbagai pengertian para ahli dan perundang-undangan tersebut 
di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud upah adalah 
suatu penerimaan imbalan pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan atau 
dipandang telah dilakukan, baik berupa uang atau barang, merupakan jasa 
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dari pengusaha. Upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak 
namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterimakan terlampau 
rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah 
melalui peraturan perundang-undangan.   
2. Komponen Upah  
 Menurut Lalu Husni (2003 : 116), disebutkan bahwa pemberian upah 
yang tidak dalam bentuk uang dibenarkan asal tidak melbihi 25% dari nilai 
upah yang seharusnya diterima. Imbalan/penghasilan yang diterima oleh 
buruh tidak selama disebut sebagai upah karena bisa jadi imbalan tersebut 
bukan termasuk dalam komponen upah. 
 Menurut Surat Edaran Menteri  Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 
tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah 
disebutkan bahwa : 
a. Termasuk Komponen Upah adalah :  
1) Upah Pokok 
Merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut 
tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan 
perjanjian.  
2) Tunjangan Tetap, 
Suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang 
diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang 
dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak,  
tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kemahalan. 
Tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam 
tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh. 
Dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan 
kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dengan dibayarnya upah 
pokok.  
3) Tunjangan tidak tetap  
Adalah suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak 
langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap 
bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan 
dengan pembayaran upah pokok. 
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b. Tidak Termasuk Komponen Upah  
1) Fasilitas  
Adalah kenikmatan dalam bentuk nyata (natural) karena hal-hal 
yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, 
seperti fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian makanan secara 
cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin 
dan sejenisnya;   
2) Bonus 
Pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan 
atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi yang normal 
atau karena peningkatan produktivitas; 
3) Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya.  
(Lalu Husni, 2003 : 116 - 117) 
 
 Upah pokok minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja No. 05/MEN/1989 yang telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1990 jo. Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja No. 03/MEN/1997 tentang Upah Minimum disebutkan bahwa Upah 
Minimum adalah upah pokok sudah termasuk di dalamnya tunjangan-
tunjangan yang bersifat tetap. 
3. Kedudukan dan Fungsi Upah  
 Setiap perusahaan hendaknya memberi upah yang cukup kepada 
pekerjanya. Pengertian cukup sebenarnya sangat relatif sifatnya. Jadi arti 
cukup disini ialah jumlah yang mampu dibayarkan tanpa menimbulkan 
kerugian bagi perusahaan dan dengan upah tersebut perusahaan akan 
mampu membangkitkan   gairah dan semangat kerja dari pekerja yang 
akhirnya meningkat pula produktivitas kerja pekerja.  
 Besarnya upah yang dibayarkan mempunyai pengaruh yang sangat 
besar terhadap produktivitas kerja pekerja. Semakin besar upah yang 
diberikan semakin mencukupi kebutuhan mereka. Dengan demikian mereka 
akan menemukan ketenangan dalam melakukan tugas-tugasnya. Ketenangan 
dalam setiap melaksanakan tugas akan berpengaruh terhadap mutu 
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pekerjaan mereka, pekerjaan menjadi baik dan rapi atau cepat. Bahkan 
mereka diharapkan menjadi kerasan di tempat kerjanya. 
 Namun kenyataannya banyak sekali perusahaan yang kurang 
memperhatikan upah ini, bahkan mereka justru menekan upah serendah 
mungkin. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya penekanan upah para 
pekerja, maka harga pokok barang atau jasa yang mereka produksi akan 
menjadi rendah, kemudian keuntungan perusahaan akan meningkat.  
 Sepintas lalu pendapat itu seakan-akan memang benar. Akan tetapi 
jika pendapat seperti itu diteliti lebih jauh akan kelihatan salahnya. 
Sebenarnya dengan upah yang rendah para pekerja akan malas bekerja 
karena kurangnya gairah. Karena malas mereka akan menjadi kurang teliti. 
Dan akibat negatifnya misalnya barang-barang banyak yang rusak akan 
timbul. Dan jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha jasa, 
maka pelayanan  terhadap para langganan akan jelek (kurang memuaskan). 
Dan hal seperti itu akan  mengakibatkan kemunduran perusahaan, sementara 
itu  keuntungan pun akan berkurang juga. 
 Masalah besarnya upah harus benar-benar diperhatikan, terutama 
bagi pekerja yang mempunyai fungsi penting (misalnya pekerja yang 
mempunyai keahlian khusus). Namun hal itu  tidak berarti bahwa pekerja  
bagian lain tak perlu mendapatkan perhatian. Semuanya perlu mendapatkan 
perhatian. Akan tetapi jika keadaan keuangan perusahaan sangat terbatas 
maka harus mengutamakan mana yang perlu duperhatikan terlebih dahulu. 
 Kedudukan dan fungsi upah adalah sebagai hak bagi pekerja dan 
kewajiban bagi perusahaan yang merupakan sarana untuk memelihara, 
melestarikan dan meningkatkan kebutuhan hidup manusia, ditetapkan 
berdasarkan nilai-nilai tugas seorang pekerja dengan memperhatikan 
keseimbangan prestasi, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. 
Sedangkan dasarnya penentuan upah adalah perjanjian kerja, peraturan 
pemerintah dan kesepakatan kerja bersama. 
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 Salah satu akibat dari adanya hubungan kerja yang sah adalah 
membayar upah bagi pengusaha dan menerima upah itu timbul pada saat 
adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat putus hubungan kerja putus. 
 Pada asasnya upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan 
pekerjaan. Dengan demikian pengusaha mempunyai kelonggaran untuk 
tidak membayar upah kepada seorang pekerja yang tidak melakukan 
pekerjaan. 
 Menurut hukum, sejumlah uang yang  masih harus dibayar kepada 
orang yang berhak menerima selama belum dibayarkan, maka hal itu 
dianggap sebagai hutang. Orang yang berhak itu dikatakan mempunyai 
tagihan terhadap orang yang belum membayarkannya. Hutang dan piutang 
ini timbul akibat adanya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam meminjam, 
sewa menyaewa, jual beli maupun dalam perjanjian kerja. Hutang atau 
piutang yang terjadi karena akibat dari perjanjian kerja yaitu akibat upah 
yang belum terbayar mempunyai kedudukan yang istimewa, dalam arti 
hutang piutang itu pelunasannya harus didahulukan daripada hutang ataupun 
piutang yang lain. 
 Dengan demikian seorang pekerja yang mempunyai tagihan upah 
mempunyai kedudukan yang istimewa, yang pelunasannya atau 
pembayarannya harus didahulukan oleh pengusaha paripada hutang-hutang 
yang lain. 
 Kedudukan upah ini di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
diatur dalam pasal 1139 yang berbunyi sebagai berikut : 
a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu 
penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak 
bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan piutang-piutang 
lainnya yang diistimewakan bahkan lebih dari pada gadai dan 
hipotik; 
b. Uang-uang sewa daripada benda-benda tak bergerak bila biaya 
perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa beserta segala apa 
yang menjadi kewajiban memenuhi persetujuan sewa; 
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c. Harga pembelian benda-benda tak bergerak yang belum dibayar; 
d. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu 
barang; 
e. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang yang 
masih harus dibayar keapda seseorang tukang; 
f. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah 
penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu; 
g. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan; 
h. Apa yang harus dibayarkan kepada tukang-tukang batu, tukang-
tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, 
penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak 
asal saja piutang nya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik 
atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berhutang; 
i. Penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang 
harus dipikul oleh pekerja-pekerja yang memangku suatu jabatan 
umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan 
kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya. 
 Dari ketentuan pasal ini dapat diambil pengertian bahwa upah dapat 
diambil dari harga penjualan barang tertentu yang dikerjakan oleh pekerja 
dan didahulukan dari beberapa piutang lainnya. 
 Sedangkan kedudukan upah menurut Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata pasal 1149 dikatakan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan 
atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang 
disebutkan di bawah ini piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan 
penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut : 
a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan 
dan penyelesaian suatu arisan, biaya-biaya ini didahulukan dari 
gadai dan hipotik; 
b. Biaya-biaya penguburan dan tak mengurangi kekuasaan hakim 
untuk menguranginya jika biaya-biaya itu terlalu tinggi. 
c. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit dan yang 
penghabisan; 
d. Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah 
harus dibayar dalam tahun yang sedang berjalan serta jumlah 
uang kenaikan upah menurut ketentuan pasal 1602q, jumlah uang 
pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh buruh guna si 
pengusaha harus dibayar kepada si buruh, berdasarkan pasal-
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pasal 1602v ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau 
berdasarkan pasal 7 ayat O dari peraturan tambahan tentang 
pengusaha perkebunan jumlah uang yang oleh si pengusaha 
harus dibayar oleh si buruh pada waktu berakhirnya perhubungan 
kerja, berdasarkan pasal 12 ayat 4 Peraturan Tambahan tentang 
pengusaha perkebunan, jumlah yang oleh si pengusaha harus 
dibayar kepada si buruh anak buah kapal atau sanak keluarganya 
yang ditinggalkan berdasarkan peraturan kecelakaan anak buah 
1939 atau peraturan kecelakaan anak buah kapal 1940 beserta 
piutang berdasarkan peraturan pengembalian buruh tahun 1939; 
e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang 
dilakukan kepada yang berhutang beserta keluarganya selama 
waktu enam bulan yang terakhir; 
f. Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun-
tahun yang penghabisan; 
g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang 
terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka mengenai 
pengurusan mereka sekedar utang piutang itu tidak daapt diambil 
pelunasan dari hipotek atau lain jaminan, yang harus diadakan 
menurut bab kelima belas buku Kitab Undang-undang ini, begitu 
pula tunjangan-tunjangan yang menurut buku kesatu oleh orang 
tua harus dibayar untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 
yang sah yang belum dewasa. 
 Jika pasal 1139 hanya mengenai barang-barang tertentu, pasal 1149 
adalah mengenai semua barang milik si berhutang, terhadap barang-barang 
itu semua, upah pekerja mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di atas 
berbagai hutang lainnya. 
 Dari uraian-uraian tersebut di atas maka dapat diambil suatu 
pengertian bahwa upah pekerja mempunyai suatu kedudukan yang lebih 
tinggi daripada piutang-piutang lainnya, dimana pelunasannya atau 
pembayarannya harus didahulukan, bahkan daripada gadai dan hipotik serta 
terhadap barang-barang milik si berhutang. 
 Selain daripada itu kedudukan upah juga ditegaskan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 pasal 27 yaitu tentang Perlindungan Upah 
disini menetapkan sebagai berikut: “Dalam hal pengusaha dinyatakan pailit, 
maka upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang 
berlaku”. 
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4. Sistem Upah Bagi Tenaga kerja 
 Kewajiban pengusaha/pengusaha yang terpenting yaitu membayar 
upah. Upah merupakan suatu pemebrian yang berupa imbalan bagi pekerja 
atas pekerjaan yang telah dilakukan baik berupa uang atau barang dari 
pengusaha. 
 Upah mempunyai arti penting bagi pekerja, pengusaha, serikat kerja, 
maupun masyarakat, sehingga dalam pemberian upah itu perlu adanya 
sistem pemberian upah yang baik. Dalam sistem menentukan pemberian 
upah ini merupakan sesuatu masalah yang komplek yang menyangkut 
pekerja maupun pengusaha yang masing-masing mempunyai prinsip yang 
berbeda serta adanya dasar sistem pemberian upah yang bermacam-macam. 
 Salah satu prinsip yang dianut dalam mengembangkan dan 
menerapkan suatu sistem pengupahan adalah prinsip keadilan. Menurut 
Sondang P. Siagian (1998 : 262), yang dimaksud prinsip keadilan adalah:  
“Imbalan yang diterima oleh seorang pekerja didasarkan pada 
perhitungan yang didasarkan pada paling sedikit tiga hal yaitu : 
1) Para pekerja yang melaksanakan tugas yang sejenis, dalam arti 
faktor-faktor kritikalnya relatif sama, memperoleh imbalan yang 
sama pula. Inilah yang dimaksud keadilan internal. 
2) Para pekerja dalam suatu organisasi menerima imbalan yang sama 
dengan para pekerja lain dalam organisasi lain yang terlibat dalam 
kegiatan sejenis dalam suatu wilayah kerja yang sama. Berarti 
terdapat keadilan eksternal; 
3) Imbalan yang diterima oleh para pekerja berada pada jumlah dan 
tingkat yang wajar, dalam arti dapat memenuhi taraf hidup yang 
layak bagi diri sendiri dan orang-orang yang menjadi 
tanggungannya” 
 
 Karena itu suatu organisasi tidak dapat menetapkan begitu saja 
besarnya tingkat upah dan gaji yang dibayarkan kepada berbagai golongan 
pekerja yang bekerja dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu merupakan 
suatu tidnakan yang tepat apabila organisasi melakukan survey pengupahan 
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dan penggajian yang hasilnya menjadi dasar penetapan struktur  upah dan 
gaji bagi pekerja dalam organisasi yang bersangkutan. 
 Kewajiban pengusaha/pengusaha yang terpenting yaitu membayar 
upah, dimana upah mempunyai arti yang penting bagi pekerja, pengusaha, 
serikat kerja, maupun masyarakat, sehingga dalam pemberian upah itu perlu 
adanya sistem pemberian upah yang baik. Dalam sistem menentukan 
pemberian upah ini merupakan suatu masalah yang komplek yang 
menyangkut pekerja maupun pengusaha yang masing-masing  mempunyai 
prinsip yang berbeda serta karena adanya dasar sistem pemberian upah yang 
bermacam-macam. 
 Setiap pengusaha seharusnya dapat memberikan upah yang cukup 
kepada para pekerjanya. Pengertian kata “cukup” ini adalah sebenarnya 
sangat relatif sifatnya. Oleh karena itu kata “cukup”  disini adalah jumlah 
yang mampu dibayarkan oleh pengusaha tanpa menimbulkan kerugian bagi 
perusahaan itu sendiri. Dan dengan sejumlah upah yang diberikan tersebut 
akan mampu memberikan semangat dan kegairahan kerja para pekerjanya. 
 Menurut Imam Soepomo dalam bukunya Pengantar Hukum 
Perburuhan, cara menetapkan upah terdapat berbagai sistem upah yaitu 
sebagai berikut : 
a. Sistem upah jangka waktu, menurut sistem pengupahan ini, upah 
ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaannya. 
Untuk tiap jam diberikan upah jam-jaman, untuk sehari bekerja 
diberi upah harian untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, 
untuk sebulan bekerja diberi upah bulanan dan sebagainya. 
b. Sistem upah potongan, sistem upah potongan ini seringkali 
digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, dimana 
atau bilamana hasil pekerjaanya tidak memuaskan. Karena upah 
ini hanya dapat ditetapkan jika hasil bekerjanya dapat diukur 
menurut ukuran tertentu. Suatu misal jumlah banyaknya, jumlah 
beratnya, jumlah luasnya dari apa yang dikerjakannya, maka 
sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan di semua 
perusahaan.  
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c. Sistem upah permufakatan, sistem pengupahan ini pada dasarnya 
adalah upah potongan, yaitu upah yang untuk hasil pekerjaan 
tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, 
membongkar dan mengangkut barang dan sebagainya, tetapi upah 
itu bukanlah diberikan pada buruh masing-masing, melainkan 
kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama  melakukan 
pekerjaan itu. 
d. Sistem skala upah berubah, pada sistem skala upah berubah 
(sliding scale) ini terdapat pertalian antara upah dengan harga 
penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan 
oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian 
terbesar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar 
negeri. upah akan naik turun menurut naik turunnya harga 
penjualan barang dari hasil perusahaan. 
e. Upah yang naik turun, menurut naik turunnya angka indeks biaya 
penghidupan, disebut angka indeks. Naik turunnya upah ini tidak 
mempengaruhi nilai riil dari upah. 
f. Sistem pembagian keuntungan, disamping upah yang diterima 
buruh pada waktu-waktu tertentu, pada penutupan tahun-tahun bila 
ternyata pengusaha masih mendapat keuntungan yang cukup 
besar, kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu. 
(Imam Soepomo, 1993 : 131-132) 
 
 Pada sistem yang keenam tersebut di atas, ini pada umumnya tidak 
disukai oleh pihak pengusaha, dengan alasan bahwa keuntungan itu adalah 
pembayaran bagi semua resiko yang menjadi tanggungan pengusaha/ 
pengusaha, apabila perusahaan menderita rugi para pekerja tidak ikut 
menanggung kerugian tersebut. 
 Sistem pemberian upah yang dikenal selama ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Sistem pemberian upah terpotong; 
b. Sistem pemberian upah perwaktu; 
c. Sistem pemberian upah dasar keluarga; 
d. Sistem pemberian upah dasar umur; 
e. Sistem pemberian upah perangsang. 
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 Sistem pemberian upah potongan adalah apabila upah ini hanya 
dapat ditetapkan jika hasil bekerjanya dapat diukur menurut ukuran tertentu. 
Suatu misal jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa 
yang dikerjakannya, maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan di 
semua perusahaan.  
 Sistem pemberian upah jangka waktu ditetapkan menurut jangka 
waktu buruh melakukan pekerjaannya. Untuk tiap jam diberikan upah jam-
jaman, untuk sehari bekerja diberi upah harian untuk seminggu bekerja 
diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja diberi upah bulanan dan 
sebagainya. 
 Sistem pemberian upah dasar keluarga adalah sistem pemberian 
upah yang dalam perhitungannya mengikutsertakan unsur susunan keluarga 
dari seorang pekerja. Dari perhitungan ini umumnya nampak pada 
perhitungan upah pekerja yang mendapat pergantian prestasi berupa gaji, 
penggunaan sistem ini didasarkan pada perhitungan etisyaitu suatu 
pertimbangan bhawa seorang pekerja itu mempunyai kewajiban yang 
menanggung penghidupan keluarga. Keberesan keluarganya akan 
mempengaruhi kepada prestasi kerjanya selain itu terkandung pula suatu 
pengertian bahwa semakin banyak anggota keluarga semakin berat pula 
tanggung jawab seorang pekerja itu. Jika sudah menjadi etika perusahaan 
bahwa upah itu harus merupakan upah hidup, maka di dalam upah dasar 
keluarga diartikan dengan upah hidup adalah bukan banyaknya upah yang 
dapat memberi kehidupan yang selayaknya kepada pekerja sendiri, tetapi 
juga kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Apabila 
dipandang dari segi  ekonomi perusahaan dimana sistem pemberian upah ini 
tidak sesuai dengan cara, maksud dan tujuan perusahaan untuk menghemat 
biaya. Oleh karena itu sistem pemberian upah ini jarang ditemukan dalam 
praktek di perusahaan-perusahaan.   
 Sistem pemberian upah dasar umur yaitu sistem pemberian upah 
yang dalam perhitungannya mengikutsertakan beberapa faktor umur dari 
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pekerja. Pada sistem ini ada anggapan bahwa makin meningkat umur 
seorang pekerja semakin meningkat pula pengalamannya sehingga jelas 
dengan sendirinya makin tinggi hasil prestasi kerjanya. 
 Sistem pemberian upah perangsang yaitu sistem pemberian upah 
dengan cara memberikan upah tambahan kepada pekerja yang mencapai 
target yang telah ditentukan oleh perusahaan. 
 Berdasarkan uraian  di atas, sistem pemberian upah pada masing-
masing perusahaan itu berbeda-beda tergantung dari jenis usaha yang 
dijalankan. Semua sistem pemberian upah pada dasarnya adalah baik dan 
diterapkan tergantung dari keadaan perusahaan yang bersangkutan. 
 Dalam memberikan upah perlu diadakan survey upah dalam 
menetapkan besarnya upah yang diberikan sesuai jabatan atau golongan 
pekerja, menurut Sondang P. Siagian (1996 : 263) upah berpendapat sebagai 
berikut : 
“Karena suatu organisasi tidak dapat secara arbitrer menetapkan 
begitu saja tingkat upah dan gaji yang akan dibayarkan kepada 
berbagai golongan pekerja yang bekerja dalam organisasi tersebut. 
Dengan perkataan lain, merupakan suatu tindakan terpuji dan tepat 
apabila suatu organisasi melakukan survay pengupahan dan 
penggajian yang hasilnya menjadi dasar penetapan struktur upah 
dan gaji bagi pekerja dalam organisasi yang bersangkutan”. 
 
 Dari pendapat di atas maka survei upah sangat diperlukan dalam 
menentukan besarnya upah atau gaji yang berlaku di suatu kawasan tertentu 
dalam berbagai jenis pekerjaan. 
 Pada dasarnya sistem pengupahan dapat ditetapkan menurut waktu 
atau berdasarkan upah potongan atau borongan atau kombinasi-
kombinasinya. Dengan demikian jelas sistem pengupahan tidak boleh 
dikaitkan dengan status atau kedudukan pekerja. Namun apabila pekerjaan 
diserahkan kepada kontraktor maka perusahaan yang mengontrakkan 
pekerjaan tersebut wajib mengetahui tentang status hukum dari perusahaan 
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kontraktor. Hal ini penting demi kepentingan perlindungan pekerja yang 
bekerja pada kontraktor tersebut. Apabila perusahaan menggunakan 
kontraktor yang tidak berbadan hukum atau belum melakukan wajib lapor 
perusahaan maka perusahaan yang menggunakan seperti tersebut di atas itu 
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh pekerja 
akibat kelalaian kontraktor. Sedangkan dalam perkembangannya sistem 
upah ini dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu : 
a.  Sistem upah menurut waktu 
 Sistem upah menurut waktu ini dapat dibedakan atas upah per jam, 
upah per hari, upah per minggu dan upah per bulan. 
b.  Sistem upah menurut kesatuan hasil  
Sistem upah menurut kesatuan hasil hanya dapat dilakukan dalam 
perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang sama. 
Upah yang diterima menurut banyak sedikitnya hasil yang dikerjakan. 
c.  Sistem upah borongan 
 Penerimaan upah didasarkan pada perjanjian antara tenaga kerja dengan 
pengusaha. Sistem borong biasanya dilakukan per unit usaha melalui 
transaksi yang dilakukan 
 Dalam pemberian upah perlu diperhatikan mengenai kelayakan. 
Kelayakan disini dalam arti bahwa pemberian upah kepada pekerja harus 
dapat memenuhi kebutuhan hidup secara minimal para pekerja beserta 
keluarganya seperti untuk keperluan makan, minum, pakaian, sewa rumah 
dan lain sebagainya.  
 Alex Nitisemito mendefinisikan sebagai berikut : 
Setiap perusahaan dalam menetapkan komposisi kepada para 
pekerjanya harus diusahakan sedemikian rupa sehingga 
kompensasi terendah yang diberikan akan dapat memenuhi 
kebutuhan terendah yang diberikan akan dapat memenuhi 
kebutuhan mereka secara minimal. 
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 Oleh karena itu diharapkan mereka secara minimal atau upah yang 
diterima oleh pekerja tersebut dapat untuk memenuhi kebutuhannya secara 
layak. Penetapan besarnya upah ini berdasarkan pada ketentuan pemerintah 
tentang upah terendah atau bisa berdasarkan besarnya upah minimal yang 
berlaku di daerah tersebut.  
 Dari uraian diatas upah adalah suatu pendapatan atau hasil kerja 
yang sesuai dengan apa yang dikerjakan dimana hasil tersebut dapat 
memenuhi hidup yang layak atau setidaknya dapat mencukupi kebutuhan 
hidup secara minimal. 
 Untuk keperluan penghitungan sebagai dasar penghitungan adalah 
hak, upah, upah lembur, tunjangan hari tua, bonus tahunan, cuti tahunan, 
sakit di rumah sakit, dan lain-lain.  
 Ukuran kenaikan upah dimusyawarahkan antara pekerja dan 
pengusaha menurut kriteria :  
a. Prestasi kerja 
b. Kebutuhan hidup pekerja 
c. Perkembangan perusahaan 
d. Keadaan perekonomian secara umum.  
 
5. Ketentuan Upah Bagi Tenaga Kerja  
 Mengacu dengan peraturan menteri tenaga kerja tentang upah 
minimum, maka di sini diberikan beberapa pengertian antara lain :  
a. Upah minimun adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah 
pokok termasuk tunjangan tetap.  
b. Upah minimum regional tingkat I yang selanjutnya disebut UMR Tk. I 
atau UMP adalah upah minimum yang berlaku di satu propinsi.  
c. Upah minimum regional tingkat II untuk selanjutnya UMR Tk. II atau 
UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah upah minimum yang 
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berlaku di daerah kabupaten/Kotamadya atau wilayah pembangunan 
ekonomi daerah atrau karena kekhususan wilayah tertentu.  
d. Upah minimum sektoral regionel tingkat I untuk selanjutnya disebut 
UMSR Tk. I adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu 
propinsi. 
e. Upah minimum sektoral regional tingkat II untuk selanjutnya disebut 
UMSR Tk. Adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di 
daerah Kabupaten/kotamadya atau menurut wilayah pembangunan 
ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.  
f. Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagian lapangan 
usaha Indonesia (KLUI). 
g. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada 
pengusaha dengan menerima upah.  
h. Pengusaha adalah : 
1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan miliknya. 
2) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 
3) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
(a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
4) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau 
tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari 
keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau 
badang hukum, baik milik swasta maupun milik negara.  
 Sedangkan Upah Minimum Propinsi dan Upah Mimimum 
Kabupaten ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut :  
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a. Kebutuhan hidup minimum (KHM) 
b. Indeks harga konsumen (IHK) 
c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan 
d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah. 
e. Kondisi pasar kerja 
f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.  
 Menurut Lalu Husni (2003 : 117), beberapa jenis upah pokok 
minimum adalah sebagai berikut : 
a.  Upah minimum sub sektoral regional; upah minimum yang berlaku untuk 
semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah tertentu; 
b. Upah minimum sektor regional; upah minimum yang berlaku untuk 
semua perusahaan pada sektor tertentu dalam daerah tertentu; 
c. Upah minimum regional/upah minimum propinsi; upah minimum yang 
berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum 
regional (UMR)/UMP di tiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. 
Besarnya UMR/UMP didasarkan pada indek harga konsumen, kebutuhan 
pisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang 
berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, 
tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional. 
 Upah minimum ini wajib ditaati oleh pengusaha, kecuali pengusaha 
yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat dikecualikan dari 
kewajiban tersebut dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri 
Tenaga Kerja disertai dengan rekomendasi dari Kepala kanwil Depnaker 
setempat. Berdasarkan permohonan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dapat 
menagguhkan pelaksanaan upah minimum paling lama 12 bulan. Pengusaha 
yang tidak melaksanakan ketentuan upah minimum dapat dikenakan sanksi 
pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 
Rp. 100.000,-. Sanksi ini masih mengacu pada Undang-undang Pokok 
Ketenagakerjaan No. 14 tahun 1969. (Lalu Husni, 2003 : 118) 
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6. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Pemberian/Penerimaan Upah 
 Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi perusahaan dalam 
memberikan upah kepada pekerja adalah : 
a. Upah Minimum Kabupaten / Kota 
Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah terendah yang ditetapkan 
oleh pemerintah Kabupaten/kota setempat. Untuk menentukan upah 
minimum ini adalah besarnya upah pokok setiap buruh harus mencapai 
upah minimum kabupatan / kota. 
b. Tunjangan-tunjangan 
Tunjangan diberikan berdasarkan jabatan struktural dalam perusahaan, 
lamanya masa kerja, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.   
c. Upah lembur 
Menurut Pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1951 tentang kerja jo. 
Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 
disebutkan bahwa buruh/pekerja tidak boleh melakukan pekerjaan lebih 
dari 7 (tujuh) jam sehari dan atau 40 jam seminggu. Dalam keadaan 
tertentu terdapat atau terjadi kondisi tertentu tersebut, maka jam kerja 
dapat menyimpang dari ketentuan di atas, dengan ketentuan kelebihan 
jam kerja tersebut harus dihitung sebagai lembur.  
Adapun ketentuan kerja lembur menurut Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja No. Kep-72/MEN/1984 tentang dasar perhitungan upah lembur 
adalah sebagai berikut : 
1) Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari biasa: 
a) Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar sebesar 1,5 (satu 
setengah) kali upah sejam; 
b) Untuk tiap jam kerja berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 
(dua kali) upah sejam. 
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2) Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan 
dan atau hari raya resmi: 
a) Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam 
apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada 
salahs atu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu harus 
dibayar upah sedikii-dikitnya 2 (dua) kali upah sejam; 
b) Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) 
jam apabila hari raya tersebut jatuh pada hari raya terpendek 
pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, harus 
dibayar upah sebesar 3 (tiga) kali upah sejam. 
c) Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam 
apabila hari raya tersebut jatuh pada hari raya terpendek pada 
salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, harus 
dibayar upah sebesar 4 (empat) kali upah sejam. 
Upah sejam dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
a) Upah sejam bagi pekerja bulanan 1/173 upah sebulan; 
b) Upah sejam bagi pekerja harian 2/20 upah sehari; 
c) Upah sejam bagi pekerja borongan atau satuan 1/7 rata-rata hasil 
kerja sehari. 
d. Bonus atau insentif, adalah pembayaran yang diterima buruh dari hasil 
keuntungan perusahaan karena buruh berprestasi melebihi target 
produksi yang normal. 
e. THR (Tunjangan Hari Raya) adalah dana yang dikeluarkan perusahaan 
sebagai pada hari-hari besar keagamaan.  
  
7. Ketentuan Pembayaran Upah 
 Pengusaha wajib membayar upah terendah kepada pekerjanya secara 
teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya 
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hubungan kerja. Upah yang diberikan oleh pengusaha tidak boleh 
diskriminasi antara pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama 
nilainya. 
 Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang 
perlindungan Upah disebutkan bahwa upah tidak dibayar jika pekerja tidak 
melakukan pekerjaan. Hal ini dikenal dengan azas “No work no pay”. Azas 
ini tidak berlaku mutlak, maksudnya dapat dikesampingkan dalam hal-hak 
tertentu atau dengan kata lain pekerja tetap mendapatkan upah meskipun 
tidak dapat melakukan pekerjaan. Adapun penyimpangan dari azas no work 
no pay tersebut adalah : 
a. Jika buruh/pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Hal 
ini dibutuhkan surat keterangan dokter. Adapun ketentuan besarnya 
upah adalah sebagai berikut : 
1) Untuk 3 (tiga) bulan pertama, upahnya tiap bulan harus dibayar 
100%. 
2) Untuk 3 (tiga) bulan kedua, upahnya tiap bulan harus dibayar 75% 
dari besarnya upah yang harus dibayar. 
3) Untuk 3 (tiga) bulan ketiga, upahnya tiap bulan harus dibayar 50% 
dari besarnya upah yang harus dibayar. 
4) Untuk 3 (tiga) bulan keempat, upahnya tiap bulan harus dibayar 
25% dari besarnya upah yang harus dibayar. 
Sebulan yang dipakai sebagai dasar menghitung lamanya sakit adalah 
30 hari, jadi tidak menggunakan bulan kalender. Jika pekerja sembuh 
dari sakitnya dan sempat masuk kerja, namun sakit lagi maka 
perhitungan upahnya adalah : 
1) Sesudah sembuh, kemudian 4 minggu sakit lagi, maka perhitungan 
upahnya ke atas. Contoh seorang pekerja 3 bulan pertama sakit 
(upahnya 100%) kemudian sembuh lalu masuk kerja kembali. 
Belum sampai 4 minggu dari sakitnya sembuh kemudian sakit lagi, 
maka haknya atas upah 75% untuk 3 bulan dan seterusnya;  
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2) Jika dalam pembayaran upah karena sakit timbul hak cuti (tahunan, 
hamil, panjang) maka hari-hari tersebut upah harus dibayar penuh 
(100%). 
b. Jika buruh/pekerja tidak dapat masuk kerja, karena: 
1) Buruh/pekerja kawin, paling lama 2 hari. 
2) Menyunatkan anaknya, paling lama 1 hari. 
3) Membaptiskan anaknya, paling lama 1 hari. 
4) Mengawinkan anaknya, paling lama 2 hari. 
5) Keluarga meninggal dunia yaitu: suami, istri, orang tua, anak, 
paling lama 2 hari. 
6) Istri melahirkan anak, paling lama 1 hari. 
c. Buruh pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang 
menjalankan kewajiban kepada negara seperti wajib militer, 
penyelenggaraan pemilu, dsb. 
d. Buruh pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena memenuhi  
kewajiban ibadah menurut agamanya (waktu untuk melaksanakan 
ibadah sesuai agamanya adalah sesuai dengan waktu yang dibutuhkan 
dengan pembatasan paling  lama 3 bulan dan melaksanakan ibadah 
agamanya hanya satu kali 
e. Buruh pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah diperjanjikan 
tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya baik karena kesalahan 
sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya 
dihindari.  
 Pembayaran upah menurut pasal 10 ayat (1) PP. No. 8 Tahun 1981 
harus dibayar secara langsung kepada butuh/pekerja yang bersangkutan 
pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja.    
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8. Pengertian Pekerja dan Pengusaha  
 Istilah pekerja sengaja dipakai dalam skripsi ini sebagai pengganti 
dari istilah buruh yang saat ini dirasa sudah tidak cocok lagi dipergunakan, 
karena istilah atau predikat buruh mengandung pengertian tentang orang-
orang yang tertindas yang selalu menuntut serta melancarkan pemogokan 
manakala tuntutannya tidak dipenuhi.  
 Sebenarnya hubungan antara pekerja dengan pengusaha merupakan 
kawan seiring yang mempunyai kedudukan yang sama dalam proses 
produksi. Dengan demikian yang dimaksud dengan pekerja dalam skripsi ini 
adalah sebagai ganti istilah buruh sebagaimana yang tercantum di dalam 
peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah.  
 Pengertian pekerja menurut PP Nomor 8 Tahun 1981 adalah 
“Tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah”. 
Sedangkan menurut Imam Supomo (1985 : 26) mengatakan bahwa, 
“Pengertian pekerja adalah sangat luas, yaitu tiap orang yang melakukan 
pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang 
secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh bebas”. 
 Melihat pengertian pekerja yang diberikan oleh Imam Supomo dan 
PP Nomor 8 Tahun 1981, maka pengertian pekerja sangat luas. Bertitik 
tolak dari dua pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
yang dimaksud dengan pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang 
lain atau yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah. Dengan 
demikian orang yang bekerja sendiri atau berusaha sendiri dan tidak bekerja 
pada orang lain atau pada pengusaha lain dan tidak menerima upah, tidak 
dianggap sebagai pekerja. 
 
9. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja dalam Sistem Pengupahan 
 Adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh berarti telah 
terjadi kesepakatan antara pengusaha dan buruh yang kemudian diikatkan 
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dalam “Perjanjian Kerja” atau “Perjanjian Perburuhan”.  Menurut Soebekti 
dalam Zainal Asikin, dkk (1993:52), menyebutkan bahwa perjanjian antara 
pengusaha dengan buruh disebut sebagai Perjanjian Perburuhan yang Sejati.  
 Perjanjian perburuhan yang sejati ini mempunyai mempunyai sifat-
sifat sebagai berikut : 
a. Ia menerbitkan suatu hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan 
antara buruh dan pengusaha, berdasarkan mana pihak yang satu 
memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang 
bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya; 
b. Selalau diperjanjikan suatu gaji atau upah, yang lazimnya berupa 
uang, tetapi ada juga yang (sebagian) berupa pengobatan dengan 
percuma, kendaraan, makan, penginapan, pakaian dan lain 
sebagainya; 
c. Ia dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh 
salah satu pihak. 
(Zainal Asikin, 1993 : 53) 
 
 Selanjutnya Zainal Asikin (1993 : 62) menerangkan lebih rinci 
tentang kewajiban buruh yaitu : 
a. Buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut 
kemampuannya dengan sebaik-baiknya. 
b. Buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan 
seijin pengusaha, ia dapat menyuruh orang ketiga untuk 
menggantikannya; 
c. Buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan 
pekerjaannya; 
d. Buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut 
tata tertib rumah tangga pengusaha.   
 Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan 
kewajibannya itu, buruh haruslah bertindak sebagai buruh yang baik yaitu 
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menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan segala kemampuannya 
melakukan sendiri pekerjaannya, taat terhadap peraturan yang diterapkan 
pengusaha dan berkelakuan baik selama bekerja. 
 Sedangkan kewajiban pokok dari pengusaha terhadap buruh atas 
pekerjaan yang telah dilakukannya adalah membayar upah. Upah yang 
diberikan pengusaha terhadap buruh mengandung pengertian pembayaran 
yang diterimakan kepada buruh selama ia melakukan pekerjaan termasuk 
tunjangan-tunjangannya.  
 Berdasarkan pengertian di atas, maka pengusaha sebagai pengusaha 
dan buruh sebagai pekerja terikat oleh suatu hubungan kerja dimana masing-
masing pihak mempunyai hak dan kewajiban akibat hubungan kerja ini. 
Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan pengertian di 
atas adalah : 
a. Hak dan Kewajiban Buruh 
Buruh atau pekerja berkewajiban patuh atas perintah dari pengusaha atau 
pengusaha dan memberikan prestasi atau hasil dari pekerjaannya selama 
waktu yang telah diperjanjikan. 
Atas pekerjaan yang dilakukannya buruh berhak  mendapatkan upah 
yang lazimnya berupa uang atau dalam bentuk yang lain. 
b. Hak dan Kewajiban  Pengusaha 
Pengusaha berhak mendapatkan prestasi atau hasil dari pekerjaan yang 
dilakukan buruh atau pekerjanya selama waktu yang telah diperjanjikan. 
Pengusaha berkewajiban memberikan upah lazimnya berupa uang atau 
dalam bentuk yang lain atas prestasi atau pekerjaan yang telah dilakukan 
oleh buruh atau pekerjanya.  
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10. Pengertian Perusahaan, Produksi dan Produktivitas 
 W. J. S. Poerwodarminto (1995 : 1137) memberikan pengertian 
tentang perusahaan adalah “... pekerjaan besar yang dilakukan dengan alat-
alat atau dengan cara yang teratur bermaksud mencari untung dengan 
menghasilkan sesuatu, membuat barang-barang, berdagang dan 
sebagainya”. 
 Menurut Alex S. Notisemito (1975 : 1) mengatakan bahwa, 
“Perusahaan adalah orang atau kumpulan orang-orang yang menghasilkan 
barang dan jasa untuk dijual, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau 
keuntungan baik itus ecara langsung maupun tidak langsung. 
 Menurut C.S.T. Kansil (1995 : 1) pengertian perusahaan adalah : 
Suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah 
memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah 
perusahaan itu. Pihak pembentuk undang-undang agaknya 
berkehendak menyerahkan perumusan tentang perusahaan kepada 
pandangan para ilmuwan.  
  
 Dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan 
perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan dengan tujuan untuk 
mencari keuntungan atau tidak, baik itu milik negara maupun swasta dengan 
memperkerjakan seorang pekerja atau lebih. 
 Menurut Lalu Husni (2003 : 27) pengertian pengusaha yaitu : 
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan sendiri; 
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 
dimaksud huruf a, b yang berkedudukan di luar wilayah 
Indonesia; 
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 Sedangkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan 
hukum atau tidak yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari 
keuntugnan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan 
hukum, baik milik swasta maupun milik negara (pasal 1 angka 5 UU Mo. 25 
Tahun 1997).   
 Sebagai penyelenggara jalannya perekonomian, perusahaan 
mempunyai hak dan kewajiban terhadap pekerja yang bekerja pada 
perusahaan.  
 Hak dari perusahaan adalah mendapatkan hasil dari aktivitas para 
pekerjanya yaitu produktivitas kerja pekerja, semakin produktif pekerja 
bekerja maka semakin banyak hasil yang diperoleh perusahaan. Sebaliknya 
semakin tidak produktif pekerja maka hasil yang dicapai perusahaan juga 
semakin sedikit. Untuk itulah maka diadakan penilaian kerja berdasarkan 
produktivitas pekerja. 
 Sedangkan terhadap hasil produktivitas pekerjanya, perusahaan 
berkewajiban memberikan kompensasi yaitu berupa upah. Pemberian upah 
diberikan sedemikian rupa menurut produktivitas yang diperoleh pekerjanya 
dan telah diatur dengan perjanjian serta undang-undang yang berlaku. 
 Hal ini sesuai dengan pendapat Susilo Martoyo (1998:116), 
produktivitas kerja pekerja merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian 
atas prestasi kerja pekerja. Sedang prestasi kerja pekerja merupakan faktor 
yang diperhitungkan dalam  penetapan kompensasi. Karena itu produktivitas 
kerja pekerja  ikut mempengaruhi pelaksanaan pemberian kompensasi 
termaksud. 
 Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa 
produktivitas kerja sangat berkaitan antara hasil kerja dengan efektivitas 
sumber-sumber produksi yang penting dari seorang tenaga kerja. Sehingga 
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peranan sumber daya manusia dalam produktivitas kerja seorang pekerja 
sangat menentukan hasil kerja pekerja tersebut, dengan ditunjang oleh 
prasarana dan sarana yang memadai.  
 Pernyataan lain produktivitas banyak diartikan sebagai kemampuan 
seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan sesuatu atau 
diartikan juga perbandingan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan 
(output). Semakin kecil pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai suatu 
target penghasilan (output) dikatakan sebagai produktif sebaliknya semakin 
tinggi persyaratan yang diperlukan (input) untuk mencapai penghasilan 
tertentu dikatakan kurang produktif.  
 Produktivitas kerja seorang pekerja biasanya terwujud sebagai 
prestasi kerja pekerja tersebut dilingkungan kerjanya. Seorang pekerja ingin 
mencapai prestasi kerja setinggi-tingginya dengan maksud agar dia bisa 
memperoleh imbalan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan prestasinya, 
karena dengan imbalan yang besar ini diharapkan akan dapat meningkatkan 
kesejahteraannya.  
 Produktivitas kerja adalah suatu ukuran kekuatan dari seseorang 
dalam menghasilkan baik berupa aktivitas fisik maupun mental dalam 
menggunakan sumber-sumber produksi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 
mendapatkan kepuasan. Sedangkan aktivitas fisik maupun mental yang 
dasarnya bawaan mengandung pengertian bahwa kemampuan produktivitas 
tiap individu berbeda-beda sesuai dengan bakatnya. Setiap individu sudah 
membawa bakat bawaan sendiri-sendiri, dimana bakat ini bisa digali dari 
dalam dirinya masing-masing dan tidak semua orang mempunyai bakat ini. 
Dengan bakat dan kemampuan bekerja yang baik maka seorang pekerja 
akan lebih mampu dalam meningkatkan produktivitas kerjanya. 
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 Pengertian produktivitas kerja apabila ditinjau dari asal kata 
merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu productivity yang apa bila 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kekuatan 
menghasilkan. Sedangkan dari pengertian tentang produktivitas kerja antara 
lain dikemukakan oleh Sondang P. Siagian memberi pengertian 
“produktivitas kerja adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan 
keluaran (output) yang optimal, bahkan kalau mungkin yang maksimal”. 
 Dari pendapat yang dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa 
produktivitas kerja sangat berkaitan antara hasil kerja dengan efektivitas 
sumber-sumber produksi yang penting dari seorang tenaga kerja. Sehingga 
peranan sumber daya manusia dalam produktivitas kerja seorang pekerja 
sangat menentukan hasil kerja pekerja tersebut, dengan ditunjang oleh 
prasarana dan sarana yang memadai.  
 Sedangkan dari pengertian tentang produktivitas kerja antara lain 
dikemukakan oleh Haidjerachman Ranupandojo (1985 : 127) memberi 
pengertian “produktivitas kerja sebagai suatu konsep, menunjukkan 
aadanya kaitan antara hasil kerja dengan satuan waktu yang dibutuhkan 
untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja”. 
  Seorang tenaga kerja dapat dikatakan produktif apabila mempunyai 
kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan 
prasarana yang tersedia dengan menghasilkan keluaran (output) yang 
optimal dalam waktu yang telah ditentukan. 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.1 
Kerangka Pemikiran 
 
 Dari kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa adanya 
hubungan kerja antara pengusaha/perusahaan dengan pekerja/buruh 
menyebabkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Pekerja/buruh 
bekerja dengan menghasilkan produk untuk diserahkan kepada 
pengusaha/perusahaan. Atas jasanya menghasilkan produk, pengusaha/ 
perusahaan berkewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja/buruh.  
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 Adapun jenis pekerja/buruh yang ada pada PT. Sandang Anggung 
Moratex adalah pekerja bulanan, maka pelaksanaan sistem pemberian upah 
pada PT. Sandang Anggun Moratex dengan menggunakan sistem bulanan. 
Dalam memberikan upah perusahaan berpedoman kepada PP No. 8 tahun 1981 
dan berdasarkan UMK Kabupaten Sukoharjo.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
H. Hasil Penelitian  
1. Deskripsi PT. Sandang Anggung Moratex Sukoharjo 
a. Sejarah Singkat Perusahaan 
 PT. Sandang Anggun Moratex yang berlokasi di Desa 
Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo merupakan 
tempat yang cocok dan sangat menguntungkan dengan perusahaan yang 
memerlukan tempat lokasi, dengan luas lahan 8.900 m2.  
 PT. Sandang Anggun Moratex merupakan pabrik tekstil 
tradisional yang awalnya berdiri pada tahun 1976, yang dipimpin oleh 
Bapak Wiharjo Poernama. PT. Sandang Anggun Moratex dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya industri tekstil selalu berupaya taat 
atas perijinan usaha, dalam pengelolaan kegiatan maupun pengelolaan 
lingkungan. (Akta perizinan yang dimiliki bernomor: 1462/11/3/X/1989 
tanggal 4 Oktober 1989 tentang pemberian izin usaha tetap dan 
Keputusan Bupati Nomor : 503/647/6589/1983 tanggal 15 juli 1993 
tentang izin tempat usaha berlokasi di Desa Langenharjo Kecamatan 
Grogol Kabupaten  Sukoharjo. 
 Pada pendirian dan perijinan perusahaan tekstil dianggap sangat 
penting, pada tahap pengembangan dan perluasan pabrik tekstil PT. 
Sandang Anggun Moratex melaksanakan pencegahan atau 
meminimalkan dampak negatif dan dampak positif dari kegiatan 
pengembangan dan perluasan PT. Sandang Anggun Moratex dengan 
mendaftarkan perizinan perusahaan dalam pemberian izin pemboran air 
bawah tanah, bernomor : 503/2023 tanggal 21 Oktober 1991 dan 
bernomor 060.1/005614 tanggal 30 Januari 1993 perihal izin 
pembuangan limbah cair industri. 
 PT. Sandang Anggun Moratex menyadari bahwa kegiatan usaha 
industri tekstil yang dilaksanakan harus bertolak dari pemahaman 
pembangunan yang akrab ramah lingkungan sehingga harus selalu 
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memperhatikan segala aspek yang  berhubungan dengan lingkungan 
hidup serta mengingat budaya bersih di dalam dan di sekitar pabrik. 
Bertolak dari pemahaman tersebut perusahaan tekstil ini melaksanakan 
kegiatannya terhadap lingkungan. Pada tahun 1999, perusahaan ini telah 
menunjuk PT. Kalpataru Sejati dari Semarang untuk menyusun 
dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) beserta Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) telah disetujui oleh komisi AMDAL 
Daerah Jateng dengan nomor : 660.1/010977 tanggal 27 April 1994. 
Penyusunan PEL, RKL/RPL disusun sebagai bentuk ketataan pada 
ketetapan Menteri Perindustrian AMDAL lingkup departemen 
perindustrian dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah. Ketaatan itu 
antara lain : 
1) PT. Sandang Anggun Moratex pada tahun 1994 telah menyusun 
dokumen penyajian evaluasi lingkungan, rencana pengelolaan 
lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Kebijakan 
perusahaan PT. Sandang Anggun Moratex dalam pengelolaan 
lingkungan hidup dengan memperhatikan pengelolaan limbah yang 
dihasilkan sebagai berikut : 
a) Pengelolaan limbah cair dari pabrik yang ada pada umumnya 
mengandung bahan/zat anorganik, total padatan minyak/lemak. 
b) Pengelolaan limbah padat yang berasal dari rumah tangga 
pabrik (yaitu dari hasil pengolahan limbah cair dan bekas 
kemasan). 
c) Pengelolaan limbah gas dan kebisingan dengan membangun 
tembok keliling dan penghijauan di sekitar lokasi.    
d) Kebijakan masyarakat di sekitar PT. Sandang Anggun Moratex 
dengan mengutamakan pemakaian tenaga kerja yang berasal 
dari penduduk setempat dan penyediaan fasilitas umum. 
48 
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2) Peraturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku dengan 
perijinan lokasi, izin pabrik, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup 
sebagai acuan operasional antara lain : 
a) Keputusan Menteri Perindustrian No 1463/11/3/X/89 tanggal 4 
Oktober 1989 tentang Perizinan Usaha Tetap.   
b) Keputusan Menteri No. 3/MENLK/11/1983 tentang Baku Mutu 
Air Limbah 
 Pada akhirnya perusahaan PT. Sandang Anggun Moratex berhak 
mendapat peringkat Biru dari Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup 
kepada BAPEDAL Nomor B-314/I/1996 Januari 1996 perihal 
Properprokasih. 
 
b. Personalia 
1) Jumlah Pekerja dan Jenjang Pendidikan 
 Tingkat efektifitas produksi sangat ditentukan oleh personil 
yang menjalankan roda kegiatan yaitu perusahaan sehingga sebagai 
faktor penggerak unsur pekerja yang terampil sangat diperlukan. Di 
samping karena keterbatasan kemampuan manajer dalam arti ia tidak 
dapat bekerja tanpa adanya kekompakan dari pekerja bawahannya. 
 PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo saat ini mempunyai 
pekerja sebanyak 448 orang dengan 61 pria dan 387 wanita. Berikut 
ini adalah gambaran jumlah pekerja di PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo. 
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Tabel III.1. 
Jumlah Pekerja PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo 
Dilihat Dari Tingkat Pendidikan 
Pekerja  Tingkat Pendidikan 
 Pria Wanita 
Tidak Sekolah 
Sekolah Dasar 
SMP 
SMA 
Diploma 
Sarjana 
Master  
- 
7 orang 
10 orang 
23 orang 
11 orang 
8 orang 
2 orang 
10 orang 
27 orang 
54 orang 
283 orang 
8 orang 
5 orang 
- 
Jumlah  61 orang 387 orang 
    Sumber : PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo 
 
2) Jam Kerja  
 Penentuan waktu kerja PT. Sandang Anggun Moratex adalah 
sebagai berikut : 
a) Masuk kerja penuh selama satu minggu adalah 6 hari. Hari 
Minggu dan hari-hari besar nasional libur. 
b) Waktu kerja pekerja kantor (staf kantor) diatur sebagai berikut : 
- Masuk kerja  : pukul 07.45 WIB 
- Istirahat makan siang : pukul 12.00 - 11.45 WIB 
- Pulang   : pukul 15.30 WIB 
- Hari Sabtu   : pukul 07.45 - 12.45 WIB 
c) Pekerja produksi dan operator mesin dibagi dalam 3 shift yaitu : 
- Unit Shift A (Shift Pagi) 
Dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB, dengan 
waktu istirahat selama 60 menit (jam 12.00 WIB) dan dapat 
digunakan untuk makan dan beribadah.  
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- Unit Shift B (Shift Siang) 
Dari jam 15.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB, dengan 
waktu istirahat selama 60 menit (jam 18.00 WIB) dan dapat 
digunakan untuk makan dan beribadah. 
- Unit Shift C (Shift Malam) 
Dari jam 23.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB, dengan 
waktu istirahat selama 60 menit (jam 03.00 WIB) dan dapat 
digunakan untuk makan dan beribadah. 
- Kecuali hari Sabtu dari jam 08.00 WIB – 13.00 WIB. 
- Perputaran atau pergantian urut-urutan shift dilakukan setiap 
satu minggu sekali. Sedangkan jam kerja administrasi 
mengikuti jam kerja biasa yaitu jam 08.00 sampai dengan 
jam 17.00, dengan waktu istirahat selama 1 jam (60 menit) 
yaitu antara jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. 
 
c. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi secara umum disesuaikan dengan tujuan 
perusahaan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalamnya 
ada pembagian kerja yang jelas sehingga tidak terjadi kekacauan dalam 
pekerjaan maupun kekosongan dalam pertanggungjawaban.  
Adapun struktur organisasi PT. Sandang Anggun Moratex 
Sukoharjo adalah sebagai berikut : 
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Gambar III.1 
Struktur Organisasi Perusahaan  
PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo 
DIREKTUR 
Penjualan 
Quality Control 
Kepala Produksi 
Hand Print I 
Hand Print II 
Flat Print 
Washing/Senter 
Steamer 
Curing/Spanram 
Finishing/Dyeing 
Desain/Gambar 
Afdruk 
Kepala Bagian  
Umum 
Personalia 
Satpam  
Teknik 
Kebersihan 
Kendaraan  
Limbah  
Kasir 
Pembelanjaan 
Ka. Administrasi 
Bagian Analisis 
Adm. Gudang Kain 
Adm. Gudang Obat 
Adm. Penagihan 
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 Adapun tugas-tugas yang dipikul masing-masing bagian dalam 
organisasi adalah :  
1) Direktur 
Direktur sebagai Top Manager memiliki fungsi perencanaan dan 
penentuan kebijakan perusahaan dalam memberikan perintah 
bawahan.  
2) Penjualan  
Bagian Penjualan melakukan kegiatan perusahaan berupa : 
a) Pengoperasian penjualan oleh staf, karena tidak langsung, maka 
pengorder mengecer ke konsumen. 
b) Hubungan dengan market langsung pada direktur misalnya, ada 
order konsumen ketemu langsung direktur dalam kesepakatan 
terhadap order. 
3) Kepala Produksi 
Kepala Produksi memiliki tugas dan tanggung jawab berupa : 
a) Memberikan instruksi terhadap jalannya proses produksi. 
b) Bertanggung jawab terhadap hasil dan jalannya proses produksi 
c) Membuat dan memberikan laporan tentang hasil dan jalannya 
proses produksi   
4) Kepala Bagian Umum/Personalia 
Kepala Bagian Umum melakukan semua kegiatan perusahaan berupa : 
a) Mencari dan mengadakan seleksi terhadap pekerjaan atas masing-
masing bagian yang ada dalam perusahaan. 
b) Mengatasi masalah-masalah yang timbul diantara para pekerja. 
c) Menerima keluhan para pekerja dan memberikan saran kepada 
para pekerja bila diminta. 
d) Berkaitan dengan pekerja 
5) Kasir 
Kasir mengurus keperluan perusahaan berupa : 
a) Mengurus keluar masuk uang 
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b) Pembayaran gaji pekerja, pembelanjaan terhadap barang yang 
dijual 
6) Bagian Pembelanjaan 
Bagian Pembelanjaan memiliki tugas mengadakan barang yang 
dibutuhkan perusahaan  
7) Kepala Administrasi  
Kepala Administrasi memiliki tanggung jawab mengepalai bagian 
gudang, pajak, kasir (bagian ini saling koordinasi). 
 
d. Proses Produksi 
Adapun proses kegiatan PT. Sandang Anggung Moratex adalah : 
1) Bahan Baku dan Bahan Penolong  
Proses pembuatan desain motif gambar, pembuatan klise (proses 
afdruk), pencampuran obat, printing, pengeringan, pencucian dan 
finishing, sehingga diperoleh kain yang sesuai dengan spesifikasi 
untuk diperlukan bahan dan bahan penunjang antara lain : kain 
krayon, kain katun, reaktif, pigment, bahan pembantu dan 
waterglass.  
2) Proses Produksi 
Dimulai dari produksi printing ke hand print dan steam dan setelah 
itu diproses washing dilanjutkan ke mesin curring agar kering dan 
dimasukkan ke mesin finishing agar menghaluskan dan 
mengkilapkan kain dan terakhir dimasukkan ke mesin spanram dan 
apabila ada kain yang perlu di kalender dengan mesin kalender agar 
kain halus dan siap di packing. 
3) Hasil Produksi 
Hasil produksi PT. Sandang Anggun Moratex berupa kain printing 
dan kain sarung dan selanjutnya diproses dalam bentuk potongan-
potongan sesuai dengan permintaan masing-masing customer atau 
pemesan order uintuk kemudian disimpan dalam gudang tertutup. 
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2.  Dasar Pengupahan 
d. Aturan yang Dijadikan Dasar  
 Dengan adanya ketetapan Upah Minimum Kabupaten 
Sukoharjo yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sebesar 
Rp. 642.500,00, maka perlu adanya penyesuaian pengupahan. Dalam 
hal ini pekerja PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo yang telah 
memiliki Sarikat Buruh mengajukan Kesepakatan Kerja Bersama 
kepada pihak perusahaan. Hal ini berdasarkan pasal 3 Peraturan 
Menteri tenaga Kerja Nomor: Per-01/MEN/85 tentang Pelaksanaan 
Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang 
berbunyi: “Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama harus 
dilaksanakan dengan itikad baik, jujur, tulus, terbuka dan dilarang 
melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menekan atau merugikan 
pihak lain”.  
 Berdasarkan pengajuan dari Serikat Buruh PT. Sandang 
Anggun Moratex Sukoharjo tersebut, maka Pihak Perusahaan 
mengadakan Kesepakatan Kerja Bersama yang diadakan di PT. 
Sandang Anggun Moratex Sukoharjo.  
 Adapun aturan yang dijadikan dasar untuk penyesuaian upah 
adalah Kesepakatan Kerja Bersama No. 7/SAM/XII/2007, tanggal 12 
Desember 2007 pasal 3, yaitu : 
(1) Sistem pengupahan dilakukan dengan sistem bulanan dibayarkan 
pada setiap akhir bulan. 
(2) Sehubungan dengan adanya ketetapan Upah Minimum Kabupaten 
(UMK) Sukoharjo Tahun 2008 sebesar Rp. 642.500,00 maka 
diadakan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut : 
(a) Upah Pokok  
 - Pekerja staf/kantor Rp. 27.500,00/hari  
 - Pekerja produksi/operator Rp. 25.000,00/hari  
(b) Tunjangan transportasi Rp. 3.000,00/hari  
(c) Tunjangan makan Rp 2.500,00/hari  
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e. Jenis pekerjaannya  
Jenis pekerjaan yang ada pada PT. Sandang Anggun Moratex 
Sukoharjo adalah bulanan dimana upah diberikan pada setiap akhir 
bulan. Apabila pada akhir bulan bertepatan dengan hari Minggu atau 
hari libur maka upah diberikan pada tanggal sebelumnya.   
f. Perbedaan upah yang diterima  
1) Masa kerja pekerja 
Masa kerja pekerja satu dengan yang lainnya akan berpengaruh 
terhadap penerimaan upah masing-masing pekerja. Setiap tahun 
masa kerja akan mendapat tunjangan kerja sebesar Rp. 5.000,00. 
2) Jabatan Struktural  
Jabatan struktural adalah jabatan yang disandang oleh pekerja 
dalam organisasi. Pekerja yang mempunyai jabatan struktural akan 
memiliki kompensasi dari tanggung jawab yang diembannya. 
Seperti Kepala Administrasi akan mendapatkan tunjangan 
struktural sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya. 
 
3.  Besarnya Upah yang Diterima Pekerja PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo 
 Di PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo, pemberian upah 
pokok diberikan kepada pekerja dengan memperhatikan kebutuhan 
minimal serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah Sukoharjo. Sistem penggajian didasarkan jenis pekerjaan dan 
jabatan yang mereka pegang serta produktivitas.  
 Di PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo, jenis pekerjanya 
terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja staf/kantor dan pekerja  
produksi/operator mesin. Adapun pekerja staf/kantor mengurusi tentang 
adminstrasi perusahaan, sedangkan pekerja produksi dan operator mesin 
adalah pekerja lapangan yang dalam pekerjaannya menghasilkan produk 
berupa kain printing. Adapun besarnya upah  untuk pekerja staf/kantor 
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dengan pekerja produksi/operator mesin berbeda yang dapat 
diperhitungkan sebagai berikut : 
a.  Upah Pekerja Staf / Kantor per bulan 
Untuk staf kantor besarnya upah adalah Rp. 715.000,00 (tujuh ratus 
lima belas ribu rupiah) dengan perincian : 
1 hari = Rp. 27.500,00 
Dalam satu bulan dihitung 30 hari dengan hari libur (minggu)  4 hari 
Sehingga 30 – 4 = 26 hari 
Jadi Rp. 27.500,00 x 26 hari = Rp. 715.000,00 
b.  Upah Pekerja Produksi / Operator Mesin per Bulan 
Untuk pekerja produksi dan operator mesin besarnya upah adalah Rp. 
650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : 
1 hari = Rp. 25.000,00 
Dalam satu bulan dihitung 30 hari dengan hari libur (minggu)  4 hari 
Sehingga 30 – 4 = 26 hari 
Jadi Rp. 25.000,00 xc 26 hari = Rp. 650.000,00 
 Sebagai tambahan selain upah atau gaji pokok dan upah harian 
perusahaan memberikan sejumlah tunjangan guna lebih meningkatkan 
produktivitas dan mendorong semangat kerja pekerja, berupa : 
a. Jabatan Struktural 
Jabatan struktural yang dipegang oleh pekerja mendapatkan 
kompensasi, misalnya kepala produksi, kepala administrasi, kepala 
personalia. Pemberian kompensasi ini dikarenakan tanggung jawab 
yang dipikulnya menyangkut berlangsungnya aktivitas perusahaan. 
Adapun besarnya kompensasi berbeda-beda sesuai dengan tanggung 
jawabnya di perusahaan. Untuk jabatan kepala bagian (setaraf dengan 
mandor/supevisor), besarnya kompensasi adalah Rp. 1.000.000,00 
per bulan. 
b. Uang transportasi 
Untuk uang transportasi perusahaan memberikan Rp. 3.000,00 setiap 
harinya. Uang transportasi diberikan apabila pekerja masuk kerja. 
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Apabila pekerja tidak masuk maka uang transport tidak 
diperhitungkan.  
c. Tunjangan pengabdian 
Tunjangan pengabdian diperhitungkan setiap tahunnya adalah sebesar 
Rp. 5.000,00. Semakin lama pekerja bekerja, maka tunjangan 
pengabdiannya akan semakin banyak. 
d. Uang makan 
PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo memberikan waktu istirahat 
setiap shifnya untuk istirahat (makan dan sholat). Untuk makan 
pekerja, perusahaan tidak menyediakan fasilitas makan, sebagai 
gantinya maka setiap pekerja mendapatkan uang makan sebesar Rp. 
2.500,00 per hari setiap kehadirannya.  
e. Tunjangan Hari Raya 
Tunjangan Hari Raya diberikan setiap hari raya. Adapun yang 
dimaksud hari raya disini adalah Hari Raya Iedul Fitri. Besarnya 
tunjangan hari raya dari tahun ke tahun berbeda-beda menyesuaikan 
keuangan perusahaan. Untuk tahun 2007 THR untuk pekerja non 
struktural diberikan sama yaitu Rp. 500.000,00, sedangkan untuk 
pekerja struktural sebesar Rp. 1.000.000,00.  
 
4.  Pelaksanaan Pembayaran Upah di PT. Sandang Anggung Moratex 
Sukoharjo 
 Pelaksanaan ketentuan pemberian upah di PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo dengan memperhatikan UMK Kabupaten Sukoharjo. 
Adapun ketentuan UMK Sukoharjo adalah sebesar Rp. 642.500,00 per 
bulan dengan memperhatikan nilai Kebutuhan Hidup  Layak (KHL) di 
Kabupaten Sukoharjo. 
 Pemberian upah diberikan tiap sebulan sekali dan diberikan dalam 
bentuk uang rupiah. Untuk pemberian upah pokok dalam bentuk barang 
diberikan apabila memang itu yang diminta pekerja sendiri. Pemberian 
upah pokok dalam bentuk barang ini diberikan sesuai dengan harganya 
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atau besarnya upah pokok yang seharusnya diterima oleh pekerja dalam 
bentuk uang. 
 Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa pelaksanaan 
pemberian upah di PT. Sandang Anggung Moratex Sukoharjo dilakukan 
setiap satu bulan sekali yaitu pada akhir bulan yaitu tanggal 30 atau 31. 
apabila akhir bulan tersebut bertepatan dengan hari Minggu atau hari 
libur, maka diajukan pada tanggal sebelumnya.  
 Upah minimal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp. 
715.000,00 untuk karyaran kantor/staf dan Rp. 650.000,00 untuk pekerja 
produksi/operator mesin dalam praktek pelaksanaannya jumlah yang 
diterima antara pekerja yang satu dengan pekerja lainnya berbeda-beda. 
Hal ini disesuaikan dengan tingkat produktivitas pekerja yang berbeda-
beda, jabatan struktural dalam organisasi, tunjangan masa kerja, dan 
tunjangan transportasi. Misalkan ada pekerja yang tidak masuk selama 
beberapa hari, tentu saja pekerja tersebut tidak akan mendapatkan uang 
makan dan uang transport, sehingga pendapatannya berkurang. 
 Berikut ini adalah contoh perhitungan besarnya gaji dari pekerja 
bagian produksi yang bernama Puji Astuti, dalam satu bulan besarnya 
pendapatannya adalah : 
a. Upah Pokok (26 x Rp. 25.000,00) : Rp. 650.000,00 
b. Struktural : Rp. - 
c. Pengabdian (7 tahun kerja x Rp. 5.000,00) : Rp. 35.000,00 
d. Uang makan (26 x Rp. 2.500,00) : Rp. 65.000,00 
e. Uang Transport (26 x Rp. 3.000,00) : Rp.  78.000,00 
 Total Penerimaan  : Rp. 928.000,00 
 Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, 
pekerja akan tetap mempunyai hak terhadap upah pokok dengan 
ketentuan sebagai  berikut : 
a. Apabila hari libur (Minggu atau hari besar) tetapi perusahaan 
menghendaki pekerja tetap masuk kerja diakibatkan oleh tuntutan 
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produksi, maka pekerja yang masuk kerja akan mendapatkan dua 
kali gaji pokoknya.  
b. Jika pekerja sendiri sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. 
Pekerja yang sakit akan tetap mempunyai hak atas upah apabila 
pekerja itu dapat menunjukkan keterangan sakit dari dokter, mantri 
atau puskesmas setempat dan surat tersebut paling lambat harus 
diberikan kepada pengusaha 3 hari semenjak pekerja tidak masuk 
kerja. Pemberian upah pokok tetap diberikan. 
c. Jika pekerja sendiri tidak masuk kerja karena suatu keadaan yang 
istimewa yang tidak dapat dikesampingkan, misalnya pekerja sendiri 
kawin, pekerja menyunatkan anaknya, menikahkan anaknya, anggota 
keluarga meninggal dunia atau istri melahirkan anak, dan 
sebagainya, maka ia tetap menerima upah pokok selama dua hari 
kerja. Surat ijin yang diajukan harus disertai dengan bukti yang sah 
misalnya keterangan dari kalurahan.   
d. Jika pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang 
menjalankan kewajiban negara atau agama tersebut tidak 
mendapatklan upah atau tunjangan lainnya dari pemerintah, ia tetap 
menerima upah pokok apabila ia dapat menunjukkan surat tugasnya, 
dari yang dimaksud kepada pengusaha sebelum ia menjalankan 
kewajiban negara atau agama tidak lebih dari 3 hari kerja. Ketentuan 
ini berlaku juga terhadap pekerja yang menjalankan kewajiban 
negara atau agama yang menerima upah atau tunjangan lainnya dari 
pemerintah yang jumlahnya lebih kecil dari upah pokok yang biasa 
ia terima. 
e. Apabila pekerja tidak masuk tanpa ada keterangan apakah sakit, 
mempunyai hajat atau kepentingan lainnya yang perusahaan tidak 
mengetahuinya, maka gaji pokok harian dipotongkan, sehingga 
perhitungan upahnya dikurangi berapa hari pekerja tidak masuk 
kerja. 
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B. Pembahasan  
1.  Pembahasan Besaran Upah di Kabupaten Sukoharjo  
 Pada umumnya setiap perusahaan menginginkan agar semua 
pekerjanya mau bekerja dengan giat dan sebaliknya setiap pekerja juga 
menginginkan upah yang tinggi guna mencukupi kebutuhan hidup pekerja 
yang sepantasnya. 
 Upah merupakan salah satu perangsang penting bagi pekerja dalam 
perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upah merupakan 
dorongan pada taraf dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup 
pekerja yang sepantasnya. 
 Upah tidak saja sekedar cara memuaskan kebutuhan fisik, 
melainkan juga  merupakan pengakuan dan secara batiniah juga 
merupakan kepuasan mencapai sesuatu. Dengan demikian jelas pekerja 
tidak mau dibayar kurang tetapi mereka juga merasa terganggu jika 
dibayar terlalu banyak. 
 Pada umumnya upah dilihat dari sudut pandang pengusaha atau 
perusahaan merupakan salah satu unsur biaya, sebaliknya dilihat dari sudut 
pandang pekerja merupakan penghasilan. Kenyataan tersebut sejak lama 
menyebabkan pengusaha/perusahaan cenderung menekan pemberian upah 
serendah mungkin, sebab dengan demikian maka pengusaha harus dapat 
menetapkan pemberian upah yang sangat tepat, sehingga dapat menopang 
tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan lebih efisien.  
 PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo dalam memberikan upah 
sebagaimana perhitungan di atas menyesuaikan Upah Minimum 
Kabupaten (UMK). Adapun Upah  Minimum Kabupaten Sukoharjo yang 
diajukan Bupati Sujoharjo kepada Gubernur Jawa Tengah dengan 
memperhatikan antara lain adalah: Nilai Kebutuhan hidup (KHL); 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan laju inflasi Kabupaten 
Sukoharjo.  
 Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang telah 
menyetujui besarnya penetapan Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo 
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Tahun 2008  sebagaimana yang telah diajukan oleh Bupati Sukoharjo 
sebagai berikut : 
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2008 
1) Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 89 ayat (3) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, Upah 
Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan 
rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pengupahan Propinsi/Kabupaten/ 
Kota atau Bupati/Walikota. 
2) Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Undang-undang tersebut di atas, 
telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 561.4/51/2007 Tanggal 
19 November 2007 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di 
Propinsi Jawa Tengah. 
3) Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut maka UMK (Upah 
Minimum Kabupaten) Sukoharjo tahun 2008 ditetapkan sebesar Rp. 
642.500,00 (enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). 
Dibanding dengan UMK Sukoharjo tahun 2007 maka UMK Sukoharjo 
mengalami kenaikan sebesar Rp. 92.500,00 (sembilan puluh dua ribu 
lima ratus rupiah) atau sebesar 16,82%. UMK Sukoharjo tahun 2008 
tersebut lebih besar dari UMK Boyolali, Klaten, Sragen dan Wonogiri, 
namun masih di bawah UMK Kota Surakarta dan Kabupaten 
Karanganyar. Selain itu dengan UMK Sukoharjo 2008 sebesar 
tersebut, berarti sudah mencapai 97,39 % dari KHL. Hal ini berarti 
sudah sesuai dengan ketentnuan pasal 89 ayat 2 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menegaskan 
bahwa upah minumum diarahkan pada pencapaian Kebutuhan Hidup 
Layak/KHL.  
4) Bahwa UMK Sukoharjo tahun 2008 ditetapkan oleh Gubernur Jawa 
Tengah tersebut adalah sama dengan besaran usulan UMK Sukoharjo 
tahun 2008 yang direkomendasikan oleh Bupati Sukoharjo dalam surat 
tanggal 10 Oktober  tahun 2007, Nomor 561/4636/2007, dengan 
mendasarkan pada : 
a) Nilai Kebutuhan Hidup Layak / KHL Kabupaten Sukoharjo sebesar 
Rp. 659.715,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus 
lima belas rupiah); 
b) Produktivitsa dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo 
(keadaan sampai dengan bulan September 2007 sebesar 4,53%) 
c) Laju inflasi Kabupaten Sukoharjo (keadaan sampai dengan bulan 
September 2007 sebesar 2,42%)  
d) Hasil perundingan Dewan pengupahan Kabupaten Sukoharjo pada 
tanggal 4 Agustus 2007, 21 September 2007, 29 September 2007 
dan 4 Oktober 2007; 
e) Usulan UMK Tahun 2008 dari Kabupaten/kota di wilayah 
SUBOSUKAWONOSRATEN. 
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5) Bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
nomor  561.4/51/2007 Tanggal 19 November 2007 tersebut di atas 
maka, pada kesempatan ini perlu saya tegaskan dan minta perhatian 
atas pelaksanaannya kepada : 
a) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo 
untuk melaksanakan : 
(1) Sosialisasi kepada pimpinan perusahaan/pengusaha dengan 
menjelaskan secara lengkap, kronologis mengenai proses, 
tahapan, dasar pemikiran dan pertimbangan, suasana yang 
berkembang dalam perundingan, usulan UMK Tahun 2008, 
oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Sukoharjo dari awal 
hingga pada akhirnya muncul rekomendasi Bupati Sukoharjo; 
(2) Pemantauan pelaksanaan UMK Sukoharjo Tahun 2008 di 
perusahaan-perusahaan yang dilaksanakan secara Tripartit; 
(3) Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan UMK Sukoharjo 
Tahun 2008 di perusahaan-perusahaan yang dilaksanakan oleh 
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
b) Pimpinan Perusahaan / Pengusaha 
(1) Bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukoharjo tahun 
2008 sebesar Rp. 642.500,00 (enam ratus empat puluh dua ribu 
lima ratus rupiah), naik Rp. 92.500,00 (sembilan puluh dua 
ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 16,82% dibanding UMK 
Tahun 2007. upah minimum ini adalah upah bulanan terendah, 
terdiri dari Upah Pokok termasuk Tunjangan Tetap, dan hanya 
berlaku bagi pekerja atau buruh dengan tingkatan paling 
rendah  yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. 
Dalam pengertian ini, bagi pekerja / buruh dengan status  tetap, 
tidak tetap dan dalam masa percobaan, maka upah yang 
diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah 
Minimum. 
(2) Pengusaha agar menaati dan melaksanakan pembayaran Upah 
Minimum Kabupaten tersebut kepada pekerja/buruh mulai 
tanggal 1 Januari 2008. 
(3) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah 
Minimum Kabupaten (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan). Pelanggaran terhadap ketentuan 
pasal tersebut merupakan tindak pidana kejahatan, yang akan 
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (Pasal 185 
ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003) 
(4) Bagi perusahaan/pengusaha yang tidak mampu melaksanakan 
ketentuan   Upah Minimum Kabupaten tersebut di atas, maka 
dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum 
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Kabupaten kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah, 
melalui : 
(a) Permohonan penangguhan didasarkan  atas kesepakatan 
tertulis antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau 
Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang tercatat. 
(b) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum 
harus disertai dengan : 
i. Naskah asli kesepakatan tertulis antara Pengusaha 
dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja atau Serikat 
Buruh yang tercatat; 
ii. Salinan Akte Pendirian Perusahaan  
iii. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca, 
Perhitungan Rugi/Laba beserta penjelasannya untuk dua 
tahun terakhir. Dalam hal ini perusahaan berbadan 
hukum, laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh 
Akuntan Publik. 
iv. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) 
tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran  
untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;  
v. Data upah menurut Jabatan Pekerja / Buruh; 
vi. Jumlah pekerja / buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/ 
buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan 
Upah Minimum; 
vii. Surat Pernyataan kesediaan perusahaan untuk 
melaksanakan upah minimum setelah berakhirnya 
waktu penangguhan. 
(c) Pengajuan permohonan penangguhan pelaksanaan UMK 
tahun 2008 selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal 
berlakunya Upah  Minimum (tanggal 21 Desember 2007). 
(d) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses 
penyelesaian, pengusaha membayar Upah Pekerja / Buruh 
sebesar yang telah diterima sebelumnya. 
(e) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha 
diwajibkan membayar Upah Pekerja/Buruh sebesar Upah 
Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2008 Rp. 642.500,00 
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008. 
(f) Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha 
diwajibkan membayar Upah pekerja/Buruh sesuai yang 
tercantum dalam persetujuan penangguhan. 
c) Pekerja / Buruh 
(1) Mengembangankan semangat dan perilaku Tridharma 
(Rumongso Melu Handarbeni, Wajib Melu Hanrukepbi dan 
Mulat Sariro Hangngrogorosowani) terhadap perusahaan. 
(2) Meningkatkan etos kerja, prestasi, kerja yang tidak lebih 
rendah dari prestasi kerja sebelum kenaikan upah sehingga 
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produktivitas kerja dapat dijamin dan kepadanya dapat 
diberikan tambahan tunjangan tidak tetap atau insentif atas 
dasar kemampuan perusahaan melalui kesepakatan Pekerja / 
Buruh atau Serikat Pekerja / Seriakt Buruh dengan pengusaha / 
Perusahaan.  
(Bambang Riyanto, Ponters Jumpa Pers, Sabtu, 24 – 11 - 2007) 
 Berdasarkan pointers bahan jumpa pers, Bupati Sukoharjo, 
Bambang Riyanto, SH. MH., tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa 
penetapan besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukoharjo 
ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah berdasarkan pengajuan dari Bupati 
Sukoharjo dengan terlebih dahulu memperhitungkan nilai Kebutuhan 
Hidup Layak (KHL). Besarnya nilai Kebutuhan Layak (KHL) masyarakat 
Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 656.715,00 
sedangkan Upah Minimum Kabupaten Sukoahrjo yang ditetapkan oleh 
Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp. 642.500,00 hal ini berarti telah 
mendekati KHL yaitu sebesar 97,39%. 
 Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2008 
Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 642.500,00 ini berarti bahwa para 
pengusaha atau perusahaan yang ada di Sukoahrjo harus menaati ketetapan 
Gubernur tersebut dengan menaikkan upah pada perusahaannya masing-
masing sebagai upah minimal kepada pekerja / buruhnya. Sedangkan 
perusahaan yang telah memberikan upah melebihi Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) tidak diperbolehkan untuk menurunkan upah yang 
telah ditetapkan tersebut. Pelaksanaan ketetapan Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) Sukoharjo ini agar dapat berlaku sebagaimana 
mestinya maka memerlukan pengawasan yaitu dari Badan Tripartit yaitu 
pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo. 
 Pelanggaran terhadap ketetapan Upah Minimum Kabupaten 
(UMK) ini dapt dikenakan sanksi pidana yaitu selama minimal 1 (satu) 
tahun dan maksimal 4 (empat) tahun dan dikenakan denda minimal paling 
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sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 
 Mengingat beratnya sanksi yang harus dipikul oleh pengusaha atau 
perusahaan yang melanggar ketetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 
ini, maka apabila pengusaha/perusahaan keberatan terhadap ketetapan 
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukoharjo ini dapat mengajukan 
penaggguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada 
Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan melampirkan beberapa syarat 
antara lain adalah : naskah asli kesepaktan pengusaha / perusahaan dengan 
pekerja / buruh; salinan akte pendirian perusahaan, laporan keuangan, 
perkembangan produksi selama 2 (dua) tahun dan rencana produksi 2 
tahun mendatang; data upah menurut jabatan dan jumlah pekerja serta 
kesanggupan untuk melaksanakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 
setelah berakhirnya waktu penangguhan. 
 Menurut pendapat Alex S. Nitisemito (1984 : 150) diaktakan 
sebagai berikut : 
Jalan yang mudah untuk menentukan pemberian upah pokok adalah 
dengan menggunakan ketentuan pemerintah tentang upah rendah. 
Bila peraturan tentang upah terendah tidak ada, maka kita dapat 
meneliti besarnya upah minimal yang berlaku dalam masyarakat 
setempat.  
 
 Berdasarkan hal tersebut maka ketetapan Upah Minimaum 
Kabupaten (UMK) Sukoharjo merupakan upah terendah yang diberikan 
kepada pekerja/buruh yang ada di Sukoharjo. Ketetapan Upah Minimaum 
Kabupaten (UMK) Sukoharjo ini harus dilaksanakan oleh pengusaha / 
perusahaan yang ada di Sukoharjo. Ketetapan ini mulai berlaku pada 
tanggal 1 Januari 2008.  
 Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi dasar penetapan upah 
pada PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo adalah Keputusan 
Gubernur Jawa Tengah dengan memandang Nilai Kebutuhan Hidup Layak 
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(KHL) Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 659.715,00 (enam ratus lima 
puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang direkomendasikan 
oleh Bupati Sukoharjo. Adapun besarnya upah PT. Sandang Anggun 
Moratex ditetapkan oleh Badan Tripartit yaitu PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo, Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo, dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 
 
2. Pembahasan Besaran Upah PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo 
 Salah satu tujuan utama seseorang menjadi pekerja adalah karena 
upah. Dengan upah yang diterimanya ini pekerja berkeinginan agar dapat 
memenuhi kebutuhan secara minimal, misalnya kebutuhan makan, minum, 
pakaian dan perumahan. Oleh karena itu setiap perusahaan dalam 
menetapkan upah pokok yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan 
mereka secara minimal. 
  Di PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo dimana penelitian ini 
diadakan, pemberian upah pokok diberikan kepada pekerja dengan 
memperhatikan kebutuhan minimal serta ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.  
a. Upah Pokok  
 Sistem penggajian didasarkan pada kategori pekerja, yaitu 
pekerja staf/kantor dan pekerja produksi/operator mesin. Dalam 
mementukan jumlah gaji, perusahaan menyesuaikan dengan jenis 
pekerjaan atau jabatan yang mereka pegang. 
 Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi hanya pada Upah 
Minimum Kabupaten (UMK) yang diterima oleh pekerja staf kantor 
dan pekerja produksi, dimana perhitungan pemberian upah didasarkan 
pada upah harian sebagai berikut :  
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1) Staf Kantor 
Besarnya upah pokok per bulan 
Untuk staf kantor besarnya upah adalah Rp. 715.000,00 (tujuh ratus 
lima belas ribu rupiah) dengan perincian : 
1 hari = Rp. 27.500,00 
Dalam satu bulan dihitung 30 hari dengan hari libur (minggu)  4 hari 
Sehingga 30 – 4 = 26 hari 
Jadi Rp. 27.500,00 x 26 hari = Rp. 715.000,00 
2) Pekerja produksi / operator mesin  
Besarnya upah pokok per bulan 
Untuk kayawan produksi dan operator mesin besarnya upah adalah 
Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 
perincian : 
1 hari = Rp. 25.000,00 
Dalam satu bulan dihitung 30 hari dengan hari libur (minggu)  4 hari 
Sehingga 30 – 4 = 26 hari 
Jadi Rp. 25.000,00 x 26 hari = Rp. 650.000,00 
 Berdasarkan perhitungan tersebut maka gaji minimal pekerja 
tiap bulan untuk pekerja staf/kantor sebesar Rp. 715.000,00 dan pekerja 
produksi/operator mesin sebesar Rp. 650.000,00. Apabila dibandingkan 
dengan Upah Minimum kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 642.500,00 
maka upah pokok yang diterima oleh pekerja staf/kantor dan 
produksi/operator mesin telah memenuhi batas minimum seperti yang 
dipersyaratkan oleh Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo. 
b. Upah Perangsang / Intensif 
 Pada prinsipnya pemberian upah perangsang di PT. Sandang 
Anggun Moratex Sukoharjo dalam rangka perlindungan upah pekerja 
guna meningkatkan produktivitas pekerja yang dilakukan kepada semua 
pekerja, baik pekerja produksi maupun pekerja staf/kantor. 
 Upah perangsang merupakan upah tambahan yang diberikan 
kepada pekerja sebagai tambahan kontra prestasi yang diberikan oleh 
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pekerja kepada perusahaan. Jadi secara yuridis upah perangsang ini 
tidak diatur oleh pemerintah baik dalam undang-undang maupun dalam 
dalam peraturan yang lain.  Dengan demikian pemberian upah 
perangsang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang pasti. 
 Pemberian upah perangsang merupakan salah satu upaya dari 
perusahaan untuk meningkatkan produktivitas serta mempertahankan 
pekerja yang berprestasi supaya tidak keluar dari perusahaan. 
 Di PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo upah perangsang 
diberikan atas prestasi seorang pekerja, sehingga makin baik prestasi 
seorang pekerja semakin baik pula upah perangsang yang akan ia 
terima. Dua orang pekerja pada bagian yang sama dapat menerima upah 
yang berbeda   upah pokok mereka sama tetapi karena prestasi yang 
berbeda membuat upah yang mereka terima berbeda.  Misalnya yang 
satu bekerja di atas standar sehingga hasil produksinya lebih banyak 
dari standar yang ditetapkan sementara pekerja yang satunya hasil 
produksinya hanya sesuai dengan standar, maka pekerja dengan hasil 
produk yang lebih akan mendapatkan intensif. Oleh karena itu untuk 
menerima upah karena prestasi upah perangsang atau intensif,seorang 
pekerja harus berprestasi terlebih dahulu dan prestasi itu harus 
memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  
 Adapun yang dimaksud berprestasi disini adalah pekerja 
tersebut harus masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan 
standar-standar kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Bagi 
pekerja yang tidak dapat melakukan itu disebabkan kerena alasan-
alasan tertentu seperti sakit, mempunyai hajat atau ada kelaurga yang 
meninggal dunia, tidak dapat menerima upah rangsangan ini. Tidak 
menerimanya upah perangsang ini karena pekerja dianggap tidak 
berprestasi maka hanya akan menerima upah pokok saja.  
 Pembayaran upah perangsang diberikan dalam bentuk uang 
yang pembayarannya dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dari 
Negara republik Indonesia yaitu dengan uang rupiah. Pembayaran upah 
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perangsang dilakukan setiap satu bulan sekali yang dibayarkan 
bersama-sama dengan upah pokok.  
c. Pemberian Jaminan Sosial 
 Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi 
pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian 
dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai 
akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa 
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia (UU 
No. 3/Men/1992). 
 Jaminan sosial adalah jaminan kemungkinan hilangnya 
pendapatan pekerja sebagian atau seluruhnya atau bertambahnya 
pengeluaran karena resiko sakit, kecelakaan, hari tua, meninggal dunia 
atau resiko sosial lainnya. 
 Kesejahteraan pekerja yaitu usaha kesejahteraan  bagi pekerja 
yang diusahakan atau diberikan oleh pengusaha dalam bentuk rekreasi, 
pembinaan agama, olah raga, kesenian, tempat istirahat pekerja dan 
sebagainya. Penyelenggaraan kesejahteraan dan jaminan sosial dalam 
kaitan dengan hubungan kerja pada dasarnya menjadi tanggung jawab 
sosial perusahaan. 
 Adapun maksud dari jaminan sosial tenaga kerja adalah : 
a. Untuk memberikan arah dan garis yang tegas dan jelas bagi 
pelaksanaan program jaminan sosial sehingga terwujud adanya 
kepastian. 
b. Untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, 
keterlantaran dan kemiskinan. 
Tujuan jaminan sosial : 
a. Tujuan sosial, memberi jaminan perlindungan terhadap 
tergantungnya arus penerimaan penghasilan karena sakit, 
kecelakaan, cacat, hari tua, kematian  dan pengangguran sehingga 
memberikan ketenangan kerja. 
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b. Tujuan ekonomis, penempatan dana yang terpuruk bisa mendukung 
pembiayaan pembangunan dan investasi dana seperti perusahaan, 
poliklinik dan lain sebagainya. 
 Berdasarkan maksud dan tujuan jaminan sosial tersebut, maka 
PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo, memberikan jaminan sosial 
kepada pekerjanya yaitu dengan : 
a. Mengikutsertakan para pekerja dalam program JAMSOSTEK 
berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992. 
b. Menyediakan tempat ibadah. 
c. Kewajiban perusahaan untuk mengijinkan pekerja melaksanakan 
ibadah menurut agamanya dengan tetap membayar upah sesuai 
dengan PP. No. 8 Tahun 1981. 
d. Kesediaan perusahaan untuk membantu kegiatan-kegiatan di bidang 
koperasi pekerja. 
e. Upaya perusahaan memberikan kesejahteraan pekerja baik berupa 
fasilitas atau bantuan untuk olah raga, rekreasi atau hiburan, kantin, 
tempat istirahat dan lain-lain.  
f. Kesediaan perusahaan memberikan bantuan suka cita atau duka cita  
seperti : 
1) Bantuan uang duka atau uang kubur bagi pekerja atau keluarga 
pekerja yang meninggal dunia. 
2) Bantuan dan biaya bersalin pekerja atau istri pekerja yang 
melahirkan. 
3) Bantuan perkawinan, mengkhitankan atau membabtiskan anak. 
  
3. Pembahasan Pelaksanaan Pembayaran Upah di PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo 
 Pelaksanaan pemberian upah di PT. Sandang Anggun Moratex 
Sukoharjo diberikan tiap sebulan sekali dan diberikan dalam bentuk uang 
rupiah. Pelaksanaan pemberian upah di PT. Sandang Anggung Moratex 
Sukoharjo dilakukan setiap satu bulan sekali yaitu pada akhir bulan yaitu 
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tanggal 30 atau 31. Apabila akhir bulan tersebut bertepatan dengan hari 
Minggu atau hari libur, maka diajukan pada tanggal sebelumnya.  
 Upah minimal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp. 
715.000,00 untuk pekerja kantor/staf dan Rp. 650.000,00 untuk pekerja 
produksi/operator mesin dalam praktek pelaksanaannya jumlah yang 
diterima antara pekerja yang satu dengan pekerja lainnya berbeda-beda. 
Hal ini disesuaikan dengan tingkat produktivitas pekerja yang berbeda-
beda, jabatan struktural dalam organisasi, tunjangan masa kerja, dan 
tunjangan transportasi. Misalkan ada pekerja yang tidak masuk selama 
beberapa hari, tentu saja pekerja tersebut tidak akan mendapatkan 
potongan gaji pokok harian dan uang transport, sehingga pendapatannya 
berkurang. 
 Dalam rangka meningkatkan produktivitas pekerja dan untuk 
melindungi semua pekerjanya secara bersama-sama dan merata dalam 
arti tidak ada perbedaan antara pekerja yang satu dengan yuang lainnya, 
maka semua pekerja mendapat perlindungan jaminan sosial meliputi, 
jaminan kecelakaan kerja, pakaian kerja, darma wisata, tunjangan hari 
raya dan tunjangan sakit. 
 Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan di PT. Sandang 
Anggun Moratex, diberikan tunjangan kecelakaan berupa : 
c. Biaya pengangkutan pekerja yang mendapat kecelakaan ke 
rumahnya atau ke rumah sakit. 
d. Biaya pengobatan dan perawatan  yang mendapat kecelakaan, 
termasuk juga obat-obatan dan alat-alat pembalut selama jangka 
waktu satu minggu. Apabila dalam jangka waktu satu minggu 
seorang pekerja belum sembuh maka ia akan diberikan sumbangan 
atau alat ala kadarnya untuk meringankan beban pekerja. 
e. Biaya untuk mengubur apabila pekerja mininggal dunia akibat dari 
keeclakaan sebesar Rp. 10.000.000,00 
 Dengan adanya pemberian jaminan sosial berupa pakaian kerja 
yang diberikan  sewaktu pekerja akan melakukan pekerjaannya. Pakaian 
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kerja ini bukannya diberikan untuk dimiliki, tetapi disediakan untuk 
dipakai melakukan pekerjaan. Pakaian kerja ini disediakan dengan 
maksud supaya keselamatan kerja dapat terjamin serta untuk menjamin 
agar ketertiban pada pekerja di perusahaan berjalan dengan baik. 
 Jaminan sosial yang berupa Tunjangan Hari Raya (THR) 
diberikan setiap hari raya. Adapun yang dimaksud hari raya disini adalah 
Hari Raya Iedul Fitri. Setiap hari raya para pekerja diberi kelonggaran 
untuk tidak masuk kerja selama dua hari sebelum dan sesudah hari raya 
sesuai dengan ketentuan pemerintah tentang cuti bersama. Selain 
mendapatkan Tunjangan Hari Raya berupa uang yang besarnya 
ditentukan oleh perusahaan yaitu untuk pekerja produksi/operator  
sebesar Rp. 500.000,00 dan pekerja staf/kantor sebesar Rp. 
1.000.000,00, selain itu pekerja diberi bingkisan berupa beras 2,5 kg dan 
gula pasir 1 kg.  
 Terhadap tunjangan rekreasi, PT. Sandang Anggun Moratex 
memberikannya setiap akhir tahun, dimana setiap akhir tahun 
perusahaan ini mengadakan rekreasi dan semua pekerjanya diikutkan 
dalam kegiatan ini. Penentuan kemana rekreasi itu ditentukan oleh 
perusahaan dan bagi yang tidak dapat ikut tidak mendapat ganti rugi. 
Dalam tunjangan rekreasi ini perusahaan hanya membiayai kendaraan 
dan uang masuk ke tempat rekreasi, sedangkan biaya makan dan lain-
lain ditanggung oleh pekerja. 
 Untuk pekerja perempuan yang hamil mendapatkan cuti hamil. 
Lamaya cuti hamil adalah dua bulan yaitu sebulan sebelum dan sebulan 
setelah melahirkan dengan perkiraan hari kelahiran anak. 
 Setiap pekerja diikutkan dalam asuransi kesehatan. Apabila 
terdapat pekerja yang sakit, maka pekerja tersebut dapat menunjukkan 
surat keterangan sakit dari dokter, mantri atau puskesmas setempat 
dengan menunjukkan kuitansi asli, dan pekerja tersebut akan 
mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya. Pekerja 
yang sakit akan mendapatkan tunjangan sakit yaitu berupa pemberian 
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upah pokok untuk jangka waktu satu bulan. Dan apabila dalam waktu 
jangka waktu satu minggu belum sembuh, maka ia tidak menerima lagi 
tunjangan sakit tersebut. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dibuat 
kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
A. Kesimpulan  
1. Dasar penetapan upah di PT. Sandang Anggun Moratex adalah adanya 
ketetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukoharjo yang telah 
ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp. 642.500,00, maka 
perlu adanya penyesuaian pengupahan. Dalam hal ini pekerja PT. Sandang 
Anggun Moratex Sukoharjo yang telah memiliki Sarikat Buruh 
mengajukan Kesepakatan Kerja Bersama kepada pihak perusahaan. Hal ini 
berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-
01/MEN/85 tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja 
Bersama  (KKB). Berdasarkan pengajuan dari Serikat Buruh PT. Sandang 
Anggun Moratex Sukoharjo tersebut, maka Pihak Perusahaan mengadakan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diadakan di PT. Sandang Anggun 
Moratex Sukoharjo mengenai besarnya upah minimal yang diberikan 
kepada pekerja pada tahun 2008. Adapun aturan yang dijadikan dasar 
untuk penyesuaian upah adalah Kesepakatan Kerja Bersama No. 
7/SAM/XII/2007, tanggal 12 Desember 2007. 
2. Besarnya upah yang diterima pekerja PT. Sandang Anggun Moratex 
Sukoharjo  berbeda-beda. Hal ini karena upah ditentukan oleh : 
a. Upah pokok 
Upah pokok antara pekerja staf/kantor dan pekerja produksi/ operator 
mesin berbeda. Untuk pekerja staf/kantor besarnya upah adalah sebesar 
Rp. 27.500,00 per hari atau Rp. 715.000 per bulan. Sedangkan pekerja 
produksi besarnya upah Rp. 25.000,00 per hari atau Rp. 650.000,00 per 
bulannya. 
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b. Jabatan Struktural 
Setiap pekerja yang memegang jabatan struktural dalam organisasi akan 
mendapatkan kompensasi berupa upah tetap. 
c. Masa Kerja  
Masa kerja setiap tahunnya dihitung Rp. 5.000,00, sehingga semakin 
lama pekerja bekerja di PT. Sandang Anggun Moratex, maka akan 
mendapatkan tunjangan pengabdian yang semakin besar. 
d. Tunjangan  
Untuk mendukung kerja dari pekerjanya, maka pekerja akan 
mendapatkan tunjangan-tunjangan antara lain adalah uang makan dan 
uang transportasi. Apabila pekerja berhalangan sehingga tidak dapat 
masuk kerja, maka pekerja tersebut tidak akan mendapatkan tunjangan 
ini. 
3.  Pelaksanaan pembayaran Upah di PT. Sandang Anggun Moratex 
Sukoharjo 
Pelaksanaan pemberian upah di PT. Sandang Anggun Moratex Sukoharjo 
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan U    MK Kabupaten 
Sukoharjo dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) No. 7/SAM/XII/2007, 
tanggal 12 Desember 2007 antara Serikat Buruh PT. Sandang Anggun 
Moratex dengan PT. Sandang Anggun Moratex. Adapun ketentuan UMK 
Sukoharjo adalah sebesar Rp. 642.500,00 per bulan dengan 
memperhatikan nilai Kebutuhan Hidup  Layak (KHL) di Kabupaten 
Sukoharjo. Pemberian upah minimal sebesar Rp. 650.000,00 untuk 
pekerja produksi/operator mesin dan Rp. 715.000,00 untuk pekerja 
staf/kantor  
 
B. Saran  
1. Hendaknya PT. Sandang Anggun Moratex dalam memberikan upah 
minimal, tidak hanya berdasarkan ketentuan Upah Minimal Kabupaten 
(UMK) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tetapi diupayakan juga 
dengan memperhitungkan kemampuan kerja pekerja. 
 88 
2. PT. Sandang Anggun Moratex hendaknya menaikkan besarnya uang masa 
kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, apabila pekerja 
sejahtera maka pekerja akan mempunyai kredibilitas yang tinggi terhadap 
perusahaan. 
3. PT. Sandang Anggun Moratex dalam pelaksanaan pengupahan supaya 
lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan melalui peran 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara buruh dengan perusahaan, 
sehingga akan diperoleh hubungan yang harmonis dan saling 
menguntungkan. 
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